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ABSTRAK

FAISAL / B21031033 / 2023 / Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian
Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya Milik Dinas Perumahan Dan
Pemukiman (PERKIM) Di Kabupaten Muaro Jambi / Prof. Dr. H. Abdul
Bari Azed, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Hj. Suzanalisa, S.H.,
M.H., sebagai Pembimbing 2.

Lampu penerangan jalan tenaga surya adalah sebuah lampu yang menggunakan
tenaga matahari dan terdiri dari lampu LED, sebuah panel surya fotovoltaik, dan
sebuah baterai isi ulang. Kejahatan pencurian lampu penerangan jalan tenaga
surya merupakan perbuatan manusia yang jelas merugikan bagi pemerintah
maupun masyarakat di kabupaten Muaro Jambi khususnya. Tujuan penelitian ini
adalah untuk memahami dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kejahatan
pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya milik Dinas Perumahan Dan
Pemukiman (Perkim) Di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk memahami dan
menganalisis penyelesaian non penal atas kejahatan pencurian lampu penerangan
jalan tenaga surya milik .Dinas- Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Di
Kabupaten Muaro Jambi: Untuk memahami “dan_menganalisis upaya Dinas
Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) dalam menanggulangi dan mencegah
terjadinya kejahatan/ pencurian 'lampu penerangan “jalan tenaga surya Di
Kabupaten Muaro Jambi. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif
Analitis. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis
Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah ‘Socio-Legal Research.
Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling. Angka kasus
kejahatan pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya milik Dinas Perumahan
Dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2020 sampai 2022
dalam kurun waktu 3 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi oknum masyarakat
melakukan pencurian tersebut yaitu mulai dari dari faktor kebutuhan ekonomi dan
lingkungan. Penyelesaian secara Non /Penal antara lain Adanya perdamaian yang
dilakukan oleh kedua belah pihak, Pelaku bersedia menganti segala kerugian
materi yang menjadi acuan perkara tersebut dapat diselesaikan melalui Non Penal.
Untuk mencegah terjadinya aksi pencurian maka pihak Dinas Perumahan Dan
Pemukiman (Perkim) melakukan upaya sebagai bentuk penanggulangan. upaya
tersebut yaitu yang bersifat Pre-Emtif, Preventif dan upaya yang bersifat Represif.
Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya masyarakat dan warga juga bersama
sama menjaga keamanan untuk memperhatikan fasilitas publik, apabila
masyarakat dan warga peduli maka aksi pencurian lampu penerangan jalan tenaga
surya tentunya dapat di cegah.

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Kejahatan, Pencurian Lampu
Penerangan Jalan Tenaga Surya, Milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman
(PERKIM)



ABSTRACT

FAISAL / B21031033 / 2023 / Efforts to Overcome Crime Theft Prevention
of Solar Street Lighting Belonging to the Housing and Settlements Service
(PERKIM) in Muaro Jambi Regency / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.,
M.H., as Supervisor 1/ Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., as Advisor 2.

Solar street lighting is a lamp that uses solar power and consists of an LED
lamp, a photovoltaic solar panel, and a rechargeable battery. The crime of
stealing solar street lighting is a human act that is clearly detrimental to the
government and the community in Muaro Jambi district in particular. The
purpose of this research is to understand and analyze the factors that cause
the crime of theft of solar street lighting belonging to the Housing and
Settlements Agency (Perkim) in Muaro Jambi Regency. To understand and
analyze the non-penalty settlement of the crime of theft of solar street
lighting belonging to the.Housing_and Settlements Service (Perkim) in
Muaro Jambi Regency.-To understand, and analyze the efforts of the
Housing and Settlements Service (Perkim) in“tackling and preventing the
crime of theft of solar street lighting in Muaro Jambi Regency. The
specification of this research is analytical descriptive research. In writing
this thesis, the author used the Empirical Juridical research type, while the
approach used was Socio-Legal Research. The sampling technique was
carried out by purposive sampling. The crime rate of theft of solar street
lighting belonging to the Muaro-Jambi Regency Housing and Settlements
Service (Perkim) in 2020 to 2022 in a period of 3 years has always
increased significantly compared to previous years. There are several factors
behind unscrupulous people committing theft, starting from economic and
environmental needs."Non-Penal Settlement, among others, is the existence
of peace made by both parties, the perpetrator is willing to replace all
material losses that are the reference for the case, which can be resolved
through non-penalty. To prevent theft from occurring, the Department of
Housing and Settlements (Perkim) is making efforts as a form of
countermeasure. These efforts are pre-emptive, preventive and repressive.
Suggestions put forward that the community and residents should also
jointly maintain security to pay attention to public facilities, if the
community and residents care, the theft of solar street lighting can certainly
be prevented.

Keywords: Countermeasures, Crime Prevention, Theft of Solar Street

Lighting, Belonging to the Housing and Settlements Agency
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa
memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga
masyarakat maupun penguasa negara harus di dasarkan kepada hukum
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun+1945 bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Hal
ini berarti setiap kegiatan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan atas
hukum yang berlaku, yaitu hukum positif dan juga hukum tidak tertulisnya,
Setiap warga negara mempunyat kedudukan yang sama di dalam hukum dan
wajib menjunjung hukum tersebut.*

Hukum merupakan suatu kaidah atau-peraturan yang mengatur
masyarakat, Segala tingkah laku. dan~perbuatan warga negaranya harus
berdasarkan atas hukum itu sendiri. Hukum positif di Indonesia
mengharuskan kepada warga negara bahwa setiap tindakan harus
berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sama halnya
dengan hukum pidana Indonesia.?

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku

didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang

! Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 56
2 1bid, hal. 57
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berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan
dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang
bersifat khusus.®> Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum
pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap
tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam
keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman
yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Setiap tindakan-warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek
memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya, masing-masing. Hukum
menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa
yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu
mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan.tertentu yang dilarang.
Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan
sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan
diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah
demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah
masyarakat.* Berkaitan dengan keamanan yang di anggap meresahkan

ditengah masyarakat salah satunya ialah aksi pencurian lampu penerangan

% Ibid, hal. 58
4 P.AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung,
2012, hal. 11
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jalan tenaga surya. Lampu penerangan jalan tenaga surya adalah sebuah
lampu yang menggunakan tenaga matahari dan terdiri dari lampu LED,
sebuah panel surya fotovoltaik, dan sebuah baterai isi ulang.

Secara sosiologis seseorang melakukan pencurian merupakan suatu
kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh
beberapa unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat, unsur itu misalnya
kebutuhan yang semakin meningkat, penguruh lingkungan, adanya peluang
bagi pelaku.

Namun secara kriminefogis pencurian lampu penerangan jalan tenaga
surya dapat dikatakan sebuah kejahatan yang dapat dijerat dengan ancaman
pidana kurungan penjara sebagaimana di atur dalam Pasal 362 Kitab
Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi;

“Barang siapa mengambil barang sesuatu;” yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan, hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp.900.000,00.- (sembilan ratus ribu rupiah)”.

Kemudian Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab
Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:®
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. “Pencurian ternak;

2. Pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa

bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal

terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau
bahaya perang;

5> Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 62
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3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada
di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu;

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,
atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

“Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan
salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana
penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun”.

Kejahatan pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya merupakan
perbuatan manusia Yyang._.jelas._merugikan bagi pemerintah maupun
masyarakat di kabupaten Muaro Jambi khususnya. Kabupaten Muaro Jambi
sendiri merupakan salah satu’ Kabupaten di Provinsi Jambi yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999
tentang pembentukan Kabupaten sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten
Batang Hari, secara resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai

dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Adapun luas wilayah

Kabupaten Muaro Jambi~ 5:246.kM?2 dengan penduduknya berjumlah
610.854 jiwa (2018).

Banyaknya jumlah penduduk di Muaro Jambi saat ini, maka tidak
menutup kemungkinan membuat orang akan terdorong untuk melakukan
kejahatan khususnya pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya milik
Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim). Dinas Perumahan Dan
Pemukiman (Perkim) Muaro Jambi sendiri mempunyai tugas pokok ialah

melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman salah
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satunya ialah fasilitas lampu penerangan jalan. Adapun jumlah lampu
penerangan jalan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 6728 dan
Khusus lampu penerangan jalan tenaga surya saat ini berjumlah 200.

Fenomena kejahatan pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya
milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Di Kabupaten Muaro
Jambi Kini menjadi persoalan serius, dari pengamatan dan analisa penulis
diketahui: “Angka kasus kejahatan pencurian lampu penerangan jalan
tenaga surya milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten
Muaro Jambi terus meningkat. Bahkan.angka kasus kejahatan pencurian
lampu penerangan jalan tenaga surya milik, Dinas Perumahan Dan
Pemukiman (Perkim) Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2020 sampai
2022 dalam kurun waktu 3 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya, tahun 2020 terdapat 1 pencurian lampu penerangan jalan
tenaga surya, kemudian tahun 2021 terdapat 3 pencurian lampu penerangan
jalan tenaga surya dan tahun 2022 terdapat 5 pencurian lampu penerangan
jalan.

Laporan kejahatan pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya
milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Muaro Jambi
dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mencapai 9 kasus yang telah di
laporkan ke Kepolisian Resor Muaro Jambi. Adapun berbagai macam
modus operandi yang dilakukan pelaku pencurian lampu penerangan jalan

tenaga surya ialah seperti dengan mendatangi tiang lampu di jalan sepi pada
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malam hari, Pelaku kemudian memanjatnya untuk mengambil lampu, aki
dan boks besi atau panel tersebut.

Sebagai contoh dalam kasus pencurian lampu penerangan jalan tenaga
surya milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Di Kabupaten
Muaro Jambi yang dilakukan tersangka atas nama RB. Dalam aksinya RB
bersama ketiga rekannya membagi peran. Pelaku SK bertugas mengambil
lampu dan boks panel, caranya dengan melepas panel box menggunakan
kunci inggris. Pelaku DD menunggu di bawahnya sambil mengawasi dan
membantu menurunkan lampu dan boks panel yang dilepas. Sedangkan
pelaku JH bertugas menunggu di dalam mobil."Dalam melakukan aksinya
adanya petugas yang sedang patroli kemudian mencurigai kendaraan yang
terparkir. Setelah didekati terdapat tiga orang, namun RB bersama ketiga
rekannya kabur dan di kejar oleh petugas. Setelah.dikejar petugas, ketiganya
mengakui baru saja melakukan tindak pidana pencurian lampu penerangan
jalan tenaga surya milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim),
sehingga barang bukti dan ketiga pelaku tersebut langsung diamankan dan
dilakukan pemeriksaan.

Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Muaro Jambi
mencatat kurang lebih kerugian akibat peristiwa ini berkisar Rp 12 juta.
Adapun barang bukti yang diamankan berupa satu unit lampu beserta kotak
besi untuk penyimpanan baterai, satu mobil, satu alat kunci inggris,
kendaraan roda empat bernopol BH-1384-ZE, dan kebel 5 meter. Dari

contoh kasus tersebut penulis menilai bahwa modus kejahatan pelaku selalu
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beragam dan semakin meresahkan masyarakat dan merugikan pemerintah.
Begitu pun dalam upaya pencegahannya tidak lagi dapat dilakukan secara
biasa, tetapi dituntut dengan cara yang bersifat represif (penegakan hukum)
agar aksi kejahatan pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya milik
Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Muaro Jambi
tersebut dapat di tekan, dan dengan tujuan sasaran utama mencapai
kesejahteraan bersama.

Bertolak dari uraian diatas, hal inilah yang menarik perhatian penulis
untuk membahas dan menganalisis dengan judul :“Upaya Penanggulangan
Kejahatan Pencurian Lampu Penerangan-Jalan Tenaga Surya Milik
Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Di Kabupaten Muaro
Jambi”.

Perumusan Masalah

Dengan ‘uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian
yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis
memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian
lampu penerangan jalan tenaga surya milik Dinas Perumahan Dan
Pemukiman (Perkim) Di Kabupaten Muaro Jambi ?

2. Bagaimanakah penyelesaian non penal atas kejahatan pencurian lampu
penerangan jalan tenaga surya milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman

(Perkim) Di Kabupaten Muaro Jambi ?
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3. Bagaimanakah upaya Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) dalam
menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian lampu penerangan jalan
tenaga surya Di Kabupaten Muaro Jambi ?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk memahami dan menganalisis faktor penyebab terjadinya
kejahatan pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya milik Dinas
Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Di Kabupaten Muaro Jambi.

b. Untuk memahami dan menganalisis penyelesaian non penal atas
kejahatan pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya milik Dinas
Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Di Kabupaten Muaro Jambi.

c. Untuk memahami dan menganalisis' upaya Dinas Perumahan Dan
Pemukiman (Perkim) —dalam menanggulangi terjadinya kejahatan
pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya Di Kabupaten Muaro
Jambi.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Magister Hukum pada Program Magister Illmu Hukum
Universitas Batanghari.

b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang
kajian hukum mengenai upaya penanggulangan kejahatan pencurian
lampu penerangan jalan tenaga surya milik Dinas Perumahan Dan

Pemukiman (Perkim) Di Kabupaten Muaro Jambi.
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c. Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di
harapkan sebagai bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan
pemikiran (kontribusi) mengenai upaya penanggulangan kejahatan
pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya milik Dinas
Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Di Kabupaten Muaro Jambi.
Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau
konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan
masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran
terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam, penelitian, maka peneliti
memberikan batasan istilah sebagai berikut :
1. Upaya Penanggulangan
Menurut™ Wina Sanjaya, ‘“Upaya adalah.segala aktivitas untuk
meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki maupun meningkatkan
kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap
maupun keterampilan.® Pemahaman upaya menurut Sadiman adalah
“suatu  kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan,
menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang
pengetahuan yang pernah diterimanya.” Pemahaman upaya Yyang
dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom “adalah kemampuan seseorang
untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan

diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu

6 Sanjaya, Wina, Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 53
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dan dapat melihatnya dari berbagai segi.”” Tindakan prevensi diartikan
secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah
pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparatur
eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana
badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang
sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta
masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

2. Kejahatan
Kejahatan menurut.tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat
seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku
yang bertentangan dengan- nilai dan norma yang telah disahkan oleh
hukum tertulis.® Bonger mengatakan kejahatan adalah perbuatan
antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa
pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum
(legal definition) mengenai kejahatan. Kejahatan dilihat dari sudut
pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang
melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di
masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana
atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu

perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan. Kejahatan yaitu

7 Arif S. Sadiman, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan
Pemanfaatannya, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal. 133
8 Yesmil anwar dan Andang, Kriminologi, Refleksi Aditama, Bandung, 2010, hal.57
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perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan
reaksi yang negatif. Kejahatan sebagai suatu gejala dalam lingkup
masyarakat (crime insociety), dan merupakan bagian dari keseluruhan
proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses
ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.®

3. Pencurian
Pencurian ialah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP pidana) buku Il bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.
Dalam Pasal 362 .memberi pengertian tentang pencurian yang dalam
pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai
tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang.°

4. Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya
Lampu penerangan jatan-tenaga surya adalah sebuah lampu yang
menggunakan tenaga matahari dan terdiri dari lampu LED, sebuah panel
surya fotovoltaik, dan sebuah baterai isi ulang.!

5. Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi
adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perumahan,

kawasan permukiman dan pertanahan.?

® Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT. Rajawali Pers, Jakarta,
2015, hal. 20

10 Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). PT. Bumi Aksara.
Jakarta. 2014. Hal. 128

11 Alfikram, Pencegahan Pencurian Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
Dengan Microgrid Plts Atap Terpusat (Studi Kasus: Jalan Air Hitam Kota Pekanbaru
Riau), Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
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6. Kabupaten Muaro Jambi
Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi
Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang
Hari, secara resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai
dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Adapun luas wilayah
Kabupaten Muaro Jambi + 5.246 KM2.13
E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori-lalah kemampuan dalam mengaplikasikan pola
berpikir dalam™ menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung
permasalahanyang dianggap relevan oleh peneliti. Viembahas permasalahan
dalam proposal Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah
menggunakan_teori Teort—Kriminologi (Criminology) dan Upaya
Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention Effort ) sebagai berikut:

1. Kriminologi (Criminology)

Nama Kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-
1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata
“crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “Logos” yang berarti
ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan

atau penjahat.*

12 https://disperkim.muarojambikab.go.id/diakses pada tanggal 24 Juli 2023 Pukul
21.11WIB

13 http://www.kabupaten-muaro-jambi.com/diakses pada tanggal 24 Juli 2023 Pukul
21.50 WIB

14 Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, Op Cit, hal. 9


https://disperkim.muarojambikab.go.id/diakses
http://www.kabupaten-muaro-jambi.com/diakses
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Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu
pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial
(The Body Of Knowledge Regarding Delinquency And Crimes As Social
Phenomena). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses
perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.®

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka
dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu
pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang
mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini‘adalah setiap tingkah laku
yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan
sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana
perbuatan itu_tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut
pandang masyarakat (A Crime From The Sociological Point Of View).®

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang
melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu
dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-
kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan dan keputusan-
keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.’
Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh

sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab

15 1bid, hal.10-11
16 1bid, hal.12
7 1bid, hal.13
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kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab
lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi
terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi
kriminal ke dalam:

a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori
yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial
serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.

b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-
teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas
sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan,
kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.®

Kemudian kejahatan adalah-gejala sosial yang senantiasa dihadapi
oleh setiap masyarakat di ‘dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya
dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu Kketertiban
dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya
semaksimal . mungkin untuk menanggulangi.-timbulnya kejahatan.®
Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok,
yaitu:

a. Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak
kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha
yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-
Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik
sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri
seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan
pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk
melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi,
dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada
kesempatan.

b. Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang
masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan.

18 |bid, hal.14-15
19 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta,
2012, hal. 56
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Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak

pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum
(law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. 2

Kriminologi bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada
faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor
tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga
merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan
hukum. Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep
penerapan hukum. Pemahaman tentang, “Penerapan hukum adalah suatu
keadaan yang mengandung pengertian mengenai, terjadinya suatu efek atau
akibat yang -dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan
dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu
dikatakan efektif kalau menimbulkan-atau mempunyai maksud sebagaimana
yang dikehendaki”.?!

Dari definisi'di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat
dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.
Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan
dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian

suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan

dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah

20 |bid, hal 57
21 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta,
2012, hal.120
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mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu
instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan
dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan
fungsi instansi tersebut.??

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali
berpendapat bahwa “Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari
hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan
hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun
mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi
efektivitas suatu-perundang-undangan adalah “professional dan optimal
pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik
didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun
dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.”®> Menurut Soerjono
Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu

sudah cukup sistematis.

b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu
sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada
pertentangan.

c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang
mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan
persyaratan yuridis yang ada.?*

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya Kinerja

hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini

22 |bid, hal.122

2 |bid, hal.135

24 Sperjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.82
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dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat
melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya di sini
adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang
baik.?

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh
terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung
pada hal berikut:

a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan

yang ada.

b. Sampai batas —mana —petugas diperkenankan memberikan
kebijaksanaan.

c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas
kepada masyarakat.

d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas
yang tegas pada wewenangnya.?®

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan
prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan
prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan
sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum. Sehubungan dengan sarana
dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto
memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana,
dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang

memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau

lokasi kerjanya.?” Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

% |bid, hal.83
% 1bid, hal. 84
27 1bid, hal.85
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a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.

b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan
memperhitungkan angka waktu pengadaannya.

c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.

d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.

e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.

f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan

lagi fungsinya.?
Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung
dari kondisi masyarakat, yaitu :
a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun
peraturan yang baik.
b. Faktor penyebab masyarakat tidak-mematuhi peraturan walaupun
peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik,
petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.?®
Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan
kepatuhan masyarakat tergantung dari-motivasi yang secara internal muncul.
Internal faktor.ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari
komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan
disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara
individual.Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi
salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan
sedangkan kepatuhyan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai
penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat

positif maupun negatif.

28 1bid, hal. 86
29 1bid, hal. 90
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Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif
yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang
bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena
adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan
sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya
semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar
warga masyarakat tunduk kepada hukum.

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan
mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau punishment yang
menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman-sehingga lebih memilih taat
hukum  daripada melakukan pelanggaran yang. pada gilirannya dapat
menyusahkan mereka. Motivasi < ini biasanya bersifat sementara atau
temporer.

Upaya Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention Effort)

Menurut Wina Sanjaya, “Upaya adalah segala aktivitas untuk
meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki maupun meningkatkan
kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap
maupun keterampilan.®® Pemahaman upaya menurut Sadiman adalah “suatu
kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan,
atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang

pernah diterimanya.”3!

%0 sanjaya, Wina, Op Cit, hal. 53
31 Arif S. Sadiman, Op Cit, hal. 133
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Pemahaman upaya yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom
“adalah  kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu
setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami
adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.
Seorang pesertadidik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat
memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu
dengan menggunakan kata-kata sendiri.”

Tindakan prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau
pihak yang terlibat didalamnya ialah ‘pembentuk undang-undang, polisi,
kejaksaan, pengadilan, aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa.
Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai
peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang
bersangkutan. serta masyarakat  pada umumnya.tidak melakukan tindak
pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban
dalam pencegahan ini adalah kepolisian.®* Selanjutnya G.P. Hoefnagels
berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on
crime and punisment/mass media).*®

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar

dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur

non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan

32 Barda Nawawi Arief, Op Cit, hal. 39
33 Ibid, hal.40
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kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk
terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-
faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu
antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial
secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan
secara langsung.®*

Upaya pencegahan Preventif tindak pidana dikenal dengan istilah
kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan
berbagai istilah, antara -fain penal, policy, criminal policy, atau
strafrechtspolitiekadalah suatu usaha untuk. menanggulagi/mencegah
kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi
rasa keadilan dan daya guna.*®

Dalam'.rangka menanggulangt kejahatan -terhadap berbagai sarana
sebagai reaksiyang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana
pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan
yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau
menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana,
yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan
pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk
masa-masa yang akan datang.

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu

sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa

% bid, hal .41
% Ibid, hal .42
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sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat
diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana
merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian
dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan
secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku,
logis dan sistematis, yaitu :
Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini-adalah penelitian. Deskriptif Analitis, suatu
penelitian © menggambarkan = secara rinci, sistematis dan menyeluruh
mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan,
(Deskriptif) “dimaksudkan—untuk memberikan data yang seteliti mungkin
tentang manusia, keadaan atau segala yang ‘berkaitan dalam materi
lainnya.*® Dalam hal ini dimaksudkan untuk’ memberikan gambaran yang
jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Upaya Penanggulangan
Kejahatan Pencurian Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya Milik Dinas
Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Di Kabupaten Muaro Jambi.
. Tipe Penelitian
Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis

Empiris,®” suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2015, hal.10
37 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 28
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(yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh
terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan.
Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah Socio-Legal
Research® yaitu melihat Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian
Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya Milik Dinas Perumahan Dan

Pemukiman (Perkim) Di Kabupaten Muaro Jambi.

. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:
a. Penelitian Kepustakaan ( Library Researchy)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan

untuk: memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan

Tesis. Dalam data sektinder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan
menelaah * peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan pembahasan materi tesis ini.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji
dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada
hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan

menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

38 |bid, hal.30
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b. Penelitian Lapangan (Field Research)®
Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka
dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang
berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini
yaitu Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Lampu Penerangan
Jalan Tenaga Surya Milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim)
Di Kabupaten Muaro Jambi.
5. Tehnik Pengambilan Sampel
Tehnik pengambilan sampel-dilakukan secara Purposive Sampling,*
yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih
dan ditentukan berdasarkan Kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang
berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan
dengan materi yang ditetiti,—dalam hal ini sabjek hukum yang diteliti
dijadikan sampel yaitu :

a. Kepala Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Muaro
Jambi.

b. Kasat Reskrim Kepolisian Muaro Jambi.

c. 2 (dua) orang pelaku kejahatan pencurian lampu penerangan jalan tenaga
surya.

6. Tehnik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang
dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun tehnik

pengumpulan data yang dilakukan adalah:

%9 1bid, hal.58
40 Soperjono Soekanto, Op Cit, hal.62
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a. Tehnik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi
Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan tehnik
pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek
penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.
Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data
historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan
telah terdokumentasikan dengan baik.
b. Tehnik Wawancara Berkaitan Dengan Materi
Wawancara salah-satu-metode pengumpulan data untuk mendapatkan
informasi / dengan cara -~ bertanya langsung kepada responden.
Wawancara dapat dijadikan sebagai metode -primer, pelengkap atau
sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari
wawancara merupakan data yang utama guna menjawab pemasalahan
penelitian.
7. Analisa Data
Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder
yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian
tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang
didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-
peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang
obyek yang diteliti yaitu Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian
Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya Milik Dinas Perumahan Dan

Pemukiman (Perkim) Di Kabupaten Muaro Jambi.
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Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam
5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub
bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan.
Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan uraikan beberapa
persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang
masalah, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat
penelitian, sub bab kerangka konseptualy,sub bab landasan teoritis, sub bab
metodologi penelitian dan ditutup dengan sub ‘bab sistematika penulisan.
Pembahasan_dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan
atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab "Kedua diuraikan—Tinjauan Umum Tentang Upaya
Penanggulangan Tindak Pidana yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian
upaya penanggulangan, jenis upaya penanggulangan, upaya penanggulangan
tindak pidana, strategi penanggulangan tindak pidana.

Bab Ketiga disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
Pencurian terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tindak pidana pencurian,
unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan jenis-jenis tindak pidana
pencurian.

Bab Keempat diuaraikan kerangka hasil penelitian yang terkait
dengan Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian lampu penerangan

jalan tenaga surya milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Di
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Kabupaten Muaro Jambi, penyelesaian non penal atas kejahatan pencurian
lampu penerangan jalan tenaga surya milik Dinas Perumahan Dan
Pemukiman (Perkim) Di Kabupaten Muaro Jambi, upaya dinas perumahan
dan pemukiman (perkim) dalam menanggulangi terjadinya kejahatan
pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya Di Kabupaten Muaro Jambi.
Bab Kelima terakhir yaitu penutup akan  diuraikan beberapa

kesimpulan dan beberapa saran.
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BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

Pengertian Upaya Penanggulangan

Menurut Wina Sanjaya, “Upaya adalah segala aktivitas untuk
meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki maupun meningkatkan
kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap
maupun keterampilan.** Pemahaman upaya menurut Sadiman adalah “suatu
kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan,
atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri.tentang pengetahuan yang
pernah diterimanya.”*?

Pemahaman upaya yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom
“adalah  kemampuan seseorang untuk mengerti-atau memahami sesuatu
setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami
adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.
Seorang pesertadidik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat
memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu
dengan menggunakan kata-kata sendiri.”

Tindakan preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau

pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi,

kejaksaan, pengadilan, aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa.

41 Sanjaya, Wina, Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 53

4 Arif S. Sadiman, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan
Pemanfaatannya, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal. 133
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Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai
peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang
bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan.
Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap
masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat
meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman
dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal
mungkin  untuk  menanggulangi  timbulnya kejahatan.**  Upaya
penanggulangan kejahatan empiric- terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok,
yaitu:
a. Pre-Emtif
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya
awal yang dilakukan ofeh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan
kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma
yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri
seseorang. dengan pemberian edukasi melalui paflet, brosur dan
spanduk terkait gasris besar pengertian korupsi hingga sanksi
pidananya  Meskipun ada  kesempatan untuk  melakukan
pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal
tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-

Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

43 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta,
2012, hal. 56
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b. Preventif
Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-
Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan
dengan upaya rupa perencanaan dan pembuatan suatu rintangan atau
hambatan agar tidak terjadinya tindak pidana dengan sinergitas dengan
apparat hukum dalam Criminal Justice System maupun KPK. Dalam
upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan
untuk dilakukannya kejahatan.
c. Represif
Upaya ini- difakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan
yang tindakannya berupa penegakan hukum (faw enforcement) dengan
menjatuhkan hukuman.*

Dalam' kriminologi- bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya
terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-
faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum,
juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun
penegakan hukum.

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep
penerapan hukum. Pemahaman tentang “Penerapan hukum adalah suatu
keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau
akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan

dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu

*4 1bid, hal 57
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dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana
yang dikehendaki”.*®

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat
dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.
Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan
dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian
suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan
dapat dikatakan penerapan apabila Usaha atau kegiatan tersebut telah
mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu
instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan
dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan
fungsi instansi tersebut.*®

Adapun ‘apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali
berpendapat bahwa “Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari
hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan
hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun
mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi
efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal
pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik

didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun

4 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta,
2012, hal.120
“% lbid, hal.122
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dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.*” Menurut Soerjono
Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu
sudah cukup sistematis.

b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu
sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada
pertentangan.

c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur
bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan

persyaratan yuridis yang ada.”®

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya Kinerja
hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, ‘Dalam hubungan ini
dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat
melakukan tugasnya dengan—baik.-—Kehandalan ‘dalam kaitannya di sini
adalah meliputi. keterampilan professional dan-mempunyai mental yang
baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh
terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung
pada hal berikut:

a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang
ada.

b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan
kebijaksanaan.

47 Ibid, hal.135

48 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.82

%9 lbid, hal.83
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Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat.

Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas
yang tegas pada wewenangnya.*

Pada elemen Kketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan

prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan

prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan

sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum. Sehubungan dengan sarana

dan prasarana yang dikatakan.dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto

memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana,

dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang

memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau

lokasi kerjanya.”* Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

a.

Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.

b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan

- ® o o

memperhitungkan angka waktu pengadaannya.

Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.

Prasarana yang rusak-perlu-segera diperbaiki.

Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan
lagi fungsinya.®?

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung

dari kondisi masyarakat, yaitu :

a.

Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun

peraturan yang baik.

%0 1bid, hal .84
>1 Ibid, hal.85
%2 1bid, hal.86
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b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun
peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik,
petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.®?

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan
kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul.
Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari
komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan
disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara
individual.Dalam hal ini; derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi
salah satu parameter tentang efektif atau-tidaknya hukum itu diberlakukan
sedangkan-kepatuhyan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai
penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.
Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat
positif maupun negatif.>*

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif
yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang
bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena
adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan
sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya
semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar

warga masyarakat tunduk kepada hukum.®

%3 1bid, hal.90
>* Ibid, hal.91
>* |bid, hal.92
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Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan
mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau punishment yang
menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat
hukum  daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat
menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau
temporer.>®
Jenis Upaya Penanggulangan

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana®. Beliau tidak menggunakan
istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah
perbuatan yang ofeh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan
pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. °" Berdasarkan
definisi diatas adapun jenis upaya penanggulangan perbuatan pidana sebagai
berikut :

a. Perbuatan
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

c. Ancaman pidana-(bagiyang melanggar)®®

Menurut Simons, bahwa Strafbar feit ialah perbuatan melawan
hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu
bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan

dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan

*6 |bid, hal.93

7 Moeljatno, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2013, hal.34

%8 |bid, hal.35
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lalai).>® Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan strafbaar feit itu berarti
voor straaf inaanmerking komend atau straaf verdienend yang juga
mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan
strafbaar feit seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di
dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh
karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi
dapat dihukum, atau feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is.®

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis
dan bersifat perundang-undangan. -Definisi teoritis ialah pelangaran norma
(kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang
harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi
menyelamatkan kesejahteraan 'umum. Demikianlah beberapa rumusan-
rumusan tentang tindak pidana (strafbaar feit) yang diberikan oleh para
sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini
hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan
tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya. 5!

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur
hukum juga pernah menggunakan istilah strafbaar feit sebagai berikut:%?

a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan

menggunakan istilah tindak pidana.

%9 Ibid, hal.36

80 M.Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 63

®1 Ibid, hal.64

62 |bid, hal.65
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b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya
Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van
Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia,
Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.

c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum
pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam
peraturan tentang kepabeanan.

d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan
Schravendijk.

e. Perbuatansyang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk
Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang
senjata api dan bahan peledak.

f. Perbuatan Pidana, digunakan-oleh Moeljatno”dalam berbagai tulisan
beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana
adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam
pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan
kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan
dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian
dan orang yang menimbulkan kejadian itu.

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat
diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku;
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3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti
yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap
perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk,
yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (misdrijven) menunjuk
pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan
dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam
ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan
rechtsdelicten.®?

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada.perbuatan yang oleh
masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai
perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya
disebut dengan wetsdelicten. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-
dasar tertentu, yaitu:

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam
buku Il dan pelanggaran dimuat dalam buku Ill. Kejahatan
umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada
pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana
formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah
tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum
pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang

mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari

6 p.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung,
2012, hal.93-94



39

perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana
yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan
akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana
sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.

. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana
aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak
pidana positif/ negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Kesengajaan dan kealpaan

Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal
338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak
sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP

Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari dari satu atau
lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian
Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delik-delik yang ada
hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri
sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP

. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang-dilakukan hanya satu perbuatan
untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik

yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.®*

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat

kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini

disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu

tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali

®41bid, hal.98
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manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat
menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang
tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah
menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan
tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus
delicti adalah waktu dimana terjadinya suatu tindak pidana dan yang
dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung. Menurut
Van Bemmelen dalam” buku Lamintang, menerangkan bahwa yang harus
dipandang sebagat tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada
dasarnya ‘adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan
perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai “locus delicti”
itu adalah:

a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri

perbuatannya.

b. Tempat dimana alat yang telah_dipergunakan oleh seorang itu
bekerja.

c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah
timbul.

d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.%

Sanksi Pemidanaan dalam hukum pidana positif saat ini menganut
asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sanksi
Pemidanaan merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana
terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya

pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak

% 1bid, hal.101
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pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur
tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang
pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek
yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya
adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana
akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana
sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.%

Pengertian perbuatan pidana tidaktermasuk hal pertanggung jawaban.
Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah
orang Yyang -telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana
tergantung = pada soal, apakah “dia dalam melakukan perbuatan itu
mempunyai kesalahan atat tidak apabila orang yang melakukan perbuatan
pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.
Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan
perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak
tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar
daripada dipidananya si pembuat.®’

Pepatah mengatakan “Tangan menjinjing, bahu memikul®, artinya
seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya.

Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan

% Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia
Indonesia. Jakarta. 2012, hal.45
%7 Ibid, hal .46
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pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu
pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban
pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.®

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak,
jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya
yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya
satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung
jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat
melawan hukum (dan” tidak adapeniadaan sifat melawan hukum atau
rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari
sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya- seseorang yang mampu
bertanggung ' jawab " yang dapat dipertanggung 'jawabkan pidanakan.
Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana.terhadap seseorang dalam
hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban pidana
merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang
dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah
tindak pidana yang dilakukannya.®®

Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali
kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada
kesalahan (geen straf zonder schuld). Pertanggung jawaban pidana harus

terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

88 Ibid, hal.47
8 Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana. PT. Raja
Grafindo Persada. Jakarta. 2015, hal.156
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1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).

2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung

jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa
“Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya
percelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti
bentuk kesalahan (schuldvorrn) yang berupa kesengajaan (dolus, opzet, atau
intention). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin.orang yang-melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin-.itu dengan perbuatan yang
dilakukan sedemikian rupa, sehingga, orang itu dapat dicela

Karena perbuatannya tadi.”®
Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan
pertanggung jawaban dalam-hukum-pidana, yaitu terkandung makna dapat
dicelanya si ‘pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas
perbuatannya, sesearang itu harus memenuhi-unsur-unsur kesalahan sebagai

berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya
keadaan jiwa si pembuat harus normal.

2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya,
yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada

alasan pemaaf.”

0 Tri Andrisman, Sistem PertanggungJawaban Pidana, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2015, hal.94-95
" Ibid, hal. 96
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Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan,
Pompe juga mendefisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang
dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu
merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah
perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat
adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada
orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan
perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang
telah  ditentukan _dalam— Undang-Undang maka pelaku wajib
mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya
orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan
pidana.

Dalamthal ini menurut-Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman
bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu
keadaan psychish' sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan
sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari
orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila la mampu untuk
mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan
hukum dan la dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran
tersebut.”’2
Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan

kemampuan jiwa (geestelijke vergomens), dan bukan kepada keadaaan dan

2 Tri Andrisman, Sistem PertanggungJawaban Pidana, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2015, hal.97
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kemampuan berfikir (vanstanselijke vergoments). KUHP tidak memberikan
rumusan yang jelas tentang pertangung jawaban pidana, namun ada satu
pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut
adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa yang
melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya,
disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige
ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak
dipidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal-44 KUHP tersebut dapat ditarik makna
bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihinggapi :

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya
Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa
keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau
terlambat. Hal -initerdapat misalnya pada orang yang sudah
dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-
anak.

2. Terganggu karena penyakit
Terganggu karena penyakit dapt dikatakan bahwa pada mulanya
keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihinggapi oleh

suatu penyakit.”
Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas
tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP

justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak

mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal

3 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana 2. Rajawali Pers. Jakarta. 2016,
hal.145
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kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara
itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan
kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa
sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.”

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas
perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal
ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku,
penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi
penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan
hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan
pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-
Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah.dibuktikan bahwa tingkat
penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut.
Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan,ada yang ringan,
sedang maupun betul-betul dihinggapi penyakit jiwa yang berat. Keadaan
jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot),
imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk
juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi
keadaan jiwanya.

2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka

yang disebut psychose, yaitu orang normal yang mempunyai

™ 1bid, hal.146
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penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat
dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.”

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat
ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas
legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari
pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan
demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan
yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada
aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan /Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang
pertanggung_jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek
yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya
adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana
akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana
sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.”

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban.
Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah
orang Yyang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana
tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu
mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan

pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.

5 Ibid, hal. 148
6 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia
Indonesia. Jakarta. 2012, hal.45
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Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan
perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak
tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar
daripada dipidananya si pembuat.’’

Pepatah mengatakan “Tangan menjinjing, bahu memikul®”, artinya
seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya.
Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan
pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu
pengertian yang luas-Sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban
pidana dibatasi‘dengan ketentuan didalam Undang-Undang.’

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak,
jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya
yang telah ditentukan dalam-Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya
satu tindakan ‘yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung
jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat
melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau
rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari
sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu
bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan. Teori
tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai pandangan

integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan

77 1bid, hal. 46
8 1bid, hal. 47
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mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan
pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan
harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan
pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai
apabula tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan
ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan
tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan
semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak
pidana atau kejahatan. Imamanuel  Kant memandang pidana
sebagai “Kategorische Imperatif”” yakni seseorang harus dipidana
oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana
menunjukan suatu tuntutan keadilan.

2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada
pendapat Imamanuel Kant di dalam<bukunya “Philosophy of
Law” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-
mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain,
baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam
semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah

melakukan sesuatu kejahatan.”
Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan
pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana

tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.

Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana.

79 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2012, hal.98
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Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu
memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.8’Artinya teori pembalasan tidak
memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku
kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang
berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat
digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang
yang bersalah maupun yang berkaitan.dengan dunia luar, misalnya dengan
mengisolasi dan“memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial,
akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari
adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan
bukan quia‘peccatum est (karena erang membuat kesalahan) melakukan ne
peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas
bahwa teori tujuan.ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.8!

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa
dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. Prevensi special (speciale preventie) atau Pencegahan Khusus
Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana
prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak
mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik
dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat

yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

80 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.54
81 Ibid, hal.56
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b. Prevensi General (Generale Prevenie) atau Pencegahan Umum
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalaha untuk
mempertahankan Kketertiban masyarakat dari gangguan penjahat.
Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya
dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan
kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan
mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya
untuk tidak melakukuan tindak pidana.®2

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam

pengertiannya prevensi general yaitu :

a. Pengaruh.pencegahan.

b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.

c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada
hukum.®

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van

Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunya tiga fungsi, yaitu :

a. Menegakan Kewibawaan
b. Menegakan Norma

¢. Membentuk Norma.®*
b) Teori Gabungan
Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori
gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga

dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban

8 1bid, hal.57-58
8 1bid, hal.60
8 1bid, hal.60-61
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dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan
yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal”
yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : “Sekalipun pembalasan sebagai
asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu
pembalasan yang adil, namun pidana mempunya berbagai pengaruh antara
lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”.
Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruh, yaitu :

a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi
sifatnya” yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan
dalam bukunya “Hand boek van het Ned Strafrecht” bahwa pidana
adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi
lain dan terikat dengan tujuan dengan ‘sanksi-sanksi tersebut
karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan
kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

b. Teori " gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib
masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya
adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan

pertahanan tata tertib masyarakat.®
Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya

terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi,
suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup

bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

8 Ibid, hal.63
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b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan
pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu
yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu
melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak
hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa
pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan
sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu
proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali
dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnyalah tujuan
pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat
yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan
perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.®

c) Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan
menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh
memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut.hak-hak asasi manusia, serta
menjadikan pidana bersifat.operasional-dan fungsional. Untuk ini diperlukan
pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak
pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual
maupun dampak yang bersifat sosial.®’

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk

memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi

fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan

8 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia
Indonesia. Jakarta. 2012, hal.49
87 Ibid, hal.51-52
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oleh tindak pidana (individual and social damages). Pemilihan teori
integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atyas alasan- alasan,
baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.®

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang
dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan
tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadapa hakekat manusia,
informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang
bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan
penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori
tertentu serta ' kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk
menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.®

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro,
menyatakan . Berdasarkan -Pancastla, maka manusia ditempatkan pada
keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa
dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai mahluk pribadi
dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan
kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai
apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup
manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam
hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan

lahirlah dan kebahagiaan rohani.

8 |bid, hal.53
8 1bid, hal.54
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Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat
Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan untama dari
pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat
dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan
pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan
bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan
pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan
bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini
meninjau tujuan- pemidanaan tersebut dari ‘segala perspektif. Pidana
merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang
diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang
pencapaiannya merupakan-sesuatu-kemungkinan.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan
kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai
istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek
adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan
hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana
sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana
pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan

yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi
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kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni
mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana
yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-
masa yang akan datang.*

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa
tahapan yaitu:

a. Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto
oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat
undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai
dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian
merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana
untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti
memenuhi syarat keadilan dan daya guna..Fahap ini disebut Tahap
Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan
hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian
sampai pengadilan. dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas
menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana
yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan
tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai
keadilan dan daya guna tahap ini dapat dapat disebut sebagai tahap

yudikatif.

% Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan
Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 23
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c. Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara
konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-
aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-
undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang
melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan
Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan
dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam
melaksanakan tugasnya . harus berpedoman kepada Peraturan
Perundang-undangan Pidana -yang. dibuat oleh pembuat Undang-
Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha
atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan
tertentu, jelas.harus merupakan suatu jalinan mata.rantai aktivitas yang tidak
termasuk yang. bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan
pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan
suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan,
berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang
dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan,
berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan
pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang

1 1bid, hal. 25-26
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akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu
gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-
sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari
kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai
usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social
welfare policy) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (social
defence policy).%

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan
utama dari kebijakan” kriminal talah™‘‘perlindungan masyarakat untuk
mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan
atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana,
yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan-Sarana Penal
a. Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan
hukum “pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral,
yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada
pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya
meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi
sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya

pencegahan terjadinya kejahatan.®?

2|bid, hal. 27-28
% 1bid, hal. 30
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Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan
pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach)
dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented
approach) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan
atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik
hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).®*

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah
perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak
pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan
sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan
tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela,
sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.®®
Memang tidak mungkin semua perbtiatan yang tercela dan sebagainya itu
dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria'yang perlu diperhatikan
sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum
pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara
sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.®
Strategi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Strategi upaya penanggulangan tindak pidana merupakan suatu proses
Tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan terus menerus yang

dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang upaya penanggulangan tindak

% P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung,
2012, hal.117

%Ibid, hal. 118

%]bid, hal. 119
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pidana dimasa depan agar tujuan dari penanggulangan dapat tercapai, seperti
tindak pidana pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya milik dinas
perumahan dan pemukiman (perkim), yaitu
a. Sosialisasi
Sosialisasi ini  bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada
masyarakat untuk melakukan pencurian lampu penerangan jalan tenaga
surya milik dinas perumahan dan pemukiman (perkim) tersebut sekaligus
mengenalkan kepada masyarakat apa ciri-cirinya dan dampak dari
pencurian tersebut.s Sosialisasi -dilakukan guna mencegah masyarakat
yang nakal.

b. Melaksanakan Pengamatan
Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim Untuk mencari tahu
tentang informasi mengenai pencurian lampu.penerangan jalan tenaga
surya milik dinas perumahan dan pemukiman (perkim), yang mana
dicurigai dan melakukan pelanggaran pencurian tersebut.

c. Melakukan patroli
Petugas langsung terjun kelapangan menggunakan mobil yang tidak
dikenali oleh masyarakat bahwasanya itu bukan mobil yang ditumpangi
tim atau berlambangkan mobil Patroli. Patroli dapat mengetahui dan
menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan
kepadanya.

d. Call Center Pengaduan

Menyebarluaskan Call Center Penagaduan LPJU
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e. Melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian

Perlunya kerja sama yang melibatkan instansi lain. Hal tersebut penting
guna memastikan bahwa kebijakan yang disusun dalam upaya mengatasi
permasalahan yang terkait tindak pidana pencurian lampu penerangan
jalan tenaga surya milik dinas perumahan dan pemukiman (perkim)
tersebut mendapatkan dukungan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Adapun bentuk kerjasama dengan instansi yang terkait yaitu pihak
kepolisian. Dengan meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk
melakukan penangkapan terhadap pencurian lampu penerangan jalan
tenaga surya milik dinas perumahan dan pemukiman (perkim).

Strategi-upaya penanggulangan yang dapat dilakukan ialah dengan

meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pembinaaan dan pembenahan-aparatur penegak hukum yang meliputi
struktur organisasi, personalia, dan perlengkapan yang diselaraskan
dengan perkembangan pola kriminalitas yang dipengaruhi oleh pola
perkembangan masyarakat dan teknologi.

b. Mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana yang
diselaraskan dengan cara penanggulangan kriminalitas seperti peradilan

yang cepat, murah, tepat, dan tidak pandang bulu.
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BAB I11
TINJAUAN UMUM TENTANG
TINDAK PIDANA PENCURIAN

Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan
akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-
sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain.®” Mencuri berarti mengambil
milik orang lain secara melawan hukum, orang yang mencuri milik orang
lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang
berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur
yang diatur didalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan  itu hanyalah upaya minimal,
dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang.sesungguhnya.

Didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,
Pasal 362 menyatakan : “barangsiapa mengambil suatu barang yang
seluruhnya atau sebagaian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus
rupiah”.

Dari ketentuan di atas, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari

kejahatan pencurian di rumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada

97 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum
Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.101
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Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lainnya tidak disebutkan
lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama,
kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau
peringanan.

Para pakar mendefenisikan kejahatan secara yuridis dan secara
sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia
yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum
pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak
disetujui oleh masyarakat.  Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah
perbuatan anti’ sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau
anggota masyarakat.

Dari ‘uraian di atas, Jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh
kondisikondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak
langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Usaha
mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek: sosial sudah dimulai jauh
sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab
kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab
lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi
terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi
kriminal ke dalam:

a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori
yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial

serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
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b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-
teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas
sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan,
kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.®
1. Teori Anomie
Teori anomie merupakan teori kelas yang utama. Teori anomie ini diajukan
oleh Robert Merton. Meskipun istilah anomie telah dipakai oleh
E.Durkheim pada tahun 1980-an, namun secara sekilas hubungan antara
anomie dengan kejahatan yang belum jelas. Secara harfiah, anomie berarti
tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan-berarti terdapat berbagai norma
tingkah laku.yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan
yang lebih luas.
2. Teori Sub Budaya Delinkuen
Teori ini diajukan oleh A.K.Cohen, yang membahas kenakalan remaja di
Amerika. Teoriini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari
perbedaan kelas diantara-anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya.
Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara
keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi, tanggung
jawab pribadi. Pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan
terhadap milik, dan sebagainya.*®
Beberapa tahun kemudian, R.A.Cloward dan L.E.Ohlin dalam

bukunya Delinquency dan Opportunity.A.Theory Of Delinquent Gang

% Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. PT. Rajawali Pers, Jakarta.
2015, hal. 96
% Ibid, hal.97
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(1960) mencoba membahas masalah kenakalan remaja (geng) Amerika
dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Durkheim
dan Merton dan teori-teori yang dikemukakan oleh Shaw dan H.D.Mckay
dan E.H.Sutherland. Dalam bukunya tersebut dia mengajukan teori yang
diberi nama “differential opportunity system”, yang membahas geng
delinkuen atau sub kultur yang banyak terdapat diantara anak-anak laki-laki
kelas bawah di daerah-daerah pusat kota-kota besar.!® Dalam teorinya
tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen, yaitu:

a. Criminal sub culture, suatu bentuk geng yang terutama
melakukan ' pencurian, . pemerasan, ‘dan bentuk kejahatan lain
dengan tujuan untuk memperoleh uang

b. Conflict sub culture, suatu bentuk geng yang berusaha mencari
status dengan menggunakan kekerasan

c. Retreatist sub culture, suatu bentuk .geng dengan ciri-ciri
penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan
karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkotika serta

melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.1%t
. Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial

Secara umum dapat dikatakan bahwa teori-teori ini sudah agak kuno
dibandingkan dengan teori-teori kelas. Akan tetapi dalam perkembangannya
saling berhubungan, sehingga teori-teori ini dianggap ikut membantu
lahirnya teori-teori yang berorientasi pada kelas. Yang termasuk teori-teori

yang tidak berorientasi pada kelas sosial :

190 Ibid, hal.98
101 Ibid, hal.99
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Teori ekologis
Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspekaspek
tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti:

a. Kepadatan penduduk
b. Mobilitas penduduk
c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi

d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin, Menurut Sellin, semua konflik kebudayaan
adalah konflik dalam/ingkungan sosial, kepentingan, dan norma-norma.
Teori-teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental
bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya, menentukan semua
urusan dalam struktur tersebut: Merupakan pandangan yang sejak dulu dan
hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan
perubahan-perubahan..ekonomi -mempunyai- pengaruh yang besar dalam
terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.
Teori differential association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan
adalah perilaku yang dipelajari.t?

Dalam bukunya, A.S.Alam, menyebutkan teori penyebab kejahatan dari

perspektif lain, seperti:1%

102 1hid, hal.100
103 A.S.Alam, Pengantar Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.82
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a) Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori labeling adalah:

1.

Becker , melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si
pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang
berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan
layak dalam situasi tersebut.

Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam 2
bagian, yaitu:

a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh

cap atau label;

b. Efek labeling terhadap‘penyimpangan tingkah laku berikutnya.

3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teari labeling sebagai berikut:

a. Tidak adasatu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat

kriminal;

. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan

sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan;

. Seseorang menjadi penjahat bukan karepa ia melanggar undang-

undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa;

. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat

baik dan 'tidak  baik,. tidak _berarti bahwa mereka dapat
dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non

kriminal;

. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling;

Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam system peradilan
pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik
pelanggarannya;

Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik
umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan

pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana;



68

h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak
bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap
mereka yang dipandang sebagai penjahat;

I. Labeling merupakan proses yang akan melahirkan identifikasi
dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan rejection of the
rejector.04

b) Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum. Untuk
memahami pendekatan atau teori konflik ini, Kita perlu secara singkat
melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana
sebagai lahir dari-konsensus masyarakat (eemmunal consensus). Menurut
model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa
yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan
kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini
melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum
diciptakan “for the general good”(untuk kebaikan umum). Fungsi hukum
adalah untuk mendamaikan dan. mengharmonisasi banyak kepentingan-
kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan
pengorbanan yang sedikit mungkin. Sedangkan model konflik,
mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi
kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan

(power) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori

104 Ibid, hal.83
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konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum
pidana dan penegakannya.

c) Teori Radikal

Dalam buku The New Criminology, para kriminolog Marxis dari
Inggris yaitu lan Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa
adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol
melalui hukum pidana para penegaknya, sementara “pemilik buruh itu
sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar
mereka. Institusi ekonomikemudian“merupakan sumber dari konflik
pertarungan antar-kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya
dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan
akan hilang.'%
. Teori Upaya Penanggulangan-Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap
masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat
meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman
dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal
mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Penanggulangan
kejahatan empiric terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:1

a. Pre-Emtif
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-

upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah

105 |bid, hal.84
196 |bid, hal.101
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terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam
penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan
nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan
untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya
untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.
Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun
ada kesempatan.

b. Preventif
Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-
Emtif yang masih.~dalam tataran pencegahan sebelum terjadi
kejahatan. MDalam upaya preventif yang ditekankan adalah
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif
Upaya inidilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement)

dengan menjatuhkan hukuman. 1%/
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian
Pencurian dalam.bentuk pokok diatur-dalam Pasal 362 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana :
“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau
sebagian termaksuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan
memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 900”.
Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas unsur-unsur

sebagai berikut :

107 1bid, hal 102
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a. Barangsiapa,

b. Mengambil,

c. Sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain,

d. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Agar seorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana
pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenubhi
semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan
Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

a. Barangsiapa
Seperti telah diketahui unsur pertama dari tindak pidana yang diatur
dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum;Pidana itu adalah yang
lazim di terjemahkan orang kedalam bahasa Indonesia dengan Kkata
barangsiapa,atau terhadap stapa saja yang apabila ia memenuhi semua
unsur tindak'pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, 'maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana
pencurian tersebut, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus
rupiah.

b. Mengambil
Unsur yang kedua dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal
362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah wegnemen atau
mengambil. Perlu kita ketahui bahwa baik undang-undang maupun

pembentukan undang-undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu
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penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil,
sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri
mempunyai lebih dari satu yakni :

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada

2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Menurut P.A.F. Laminating dan Theo Lamintang : “Mengambil itu
adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya
yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya,
terlepas dari maksudnya tentang--apawyang ia inginkan dengan benda
tersebut”.1%®  Selanjutnya P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa perbuatan
mengambil itu telah selesai,jika benda tersebut sudah berada ditangan
pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali
benda yang“bersangkutan karena ketahuan orang lain. Didalam doktrin
terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat
dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni :1°
1. Teori Kontrektasi

Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan
bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang
bersangkutan dari tempatnya semula, jadi dengan kata lain bahwa jika si
pelaku (tindak pidana pencurian) telah memegang barang yang hendak ia

curi dan barang tersebut telah memegang barang yang hendak ia curi dan

108 p A F. Lamintang, Dasar — dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2012, hal.13
109 1bid, hal. 56
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barang tersebut telah berpindah tempat maka menurut teori ini pencurian
telah terjadi.

2. Teori Ablasi
Teori ini mengatakan untuk selesainya perbuatan mengambil itu
diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh
pelaku, dengan kata lain bahwa jika barang yang hendak di curi oleh
pelaku sudah diamankan, maka menurut teori ini pencurian telah terjadi.
Contoh : pelaku sudah mengantongi uang yang hendak dia curi

3. Teori Aprehensi

Menurut teori” ini,untuk adanya perbuatan “mengambil itu diisyaratkan
bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam
penguasaan yang nyata, dengan kata lain barang yang hendak ia curi
sudah ia kuasai sepenuhnya dan kecil kemungkinan untuk diketahui.
Contoh : pelaku yang sudah berada jauh dari tempat dimana ia mencuri
dan barang yang hendak ia curi sudah berhasil ia amankan.

c. Sesuatu barang, seluruhnyaatau sebagian kepunyaan orang lain

Penjelasan barang karena sifatnya tindak pidana pencurian adalah
merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga
dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Barang yang diambil dapat
sebagian dimiliki oleh sipencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang
warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli

waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki
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oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada
tindak pidana pencurian.

Menurut R. soesilo memberikan pengertian sesuatu barang adalah
segala sesuatu yang berwujud termaksud pula binatang (manusia tidak
termaksud), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.'’® Barang sebagai
objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya
sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang di
curi tersebut merupakan sebahagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari
pelaku pencurian tersebut dapat di-tuntut dengan Pasal 362 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

Misalnya saja ada dua orang membeli sebuah sepeda motor dengan
modal pembelian secara patungan, kemudian setelah beberapa hari
kemudian salah seorang di-antaranya mengambil” sepeda motor tersebut
dengan maksud dimilikinya sendirt dengan fidak seizin dan tanpa
sepengetahuan rekannya maka perbuatan; orang tersebut sudah di
kategorikan sebagai perbuatan mencuri.

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi
objek tindak pidana pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya
saja, sebaliknya bahwa barang-barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat
dijadikan sebagai objek dari pencuri, misalnya binatang-binatang yang

hidup di alam liar, dan barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya.

110 |bid, hal. 59
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d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
Mengenai wujud dari memiliki barang baik Pasal 362 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana perihal pencurian., maupun Pasal 372 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana perihal penggelapan barang hal ini tidak
sama sekali di tegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan
unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan
memberikan warna pada perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang
dapat dipidana. Secara umum melawan hukum adalah bertentangan dengan
hukum, baik itu hukum dalam artian objektif maupun hukum dalam artian
subjektif dan baik-hukum tertulis maupun hukumtidak tertulis.*** Memiliki
secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika penyerahan telah terjadi
karena perbuatan-perbuatan yang  sifatnya melanggar hukum, misalnya
dengan cara menipu, dengan cara memalsukan surat kuasa dan sebagainya.
Berdasarkan uralan unsur- unsur pencurian di atas, apabila dalam
suatu perkara tindak pidana pencurian unsur- unsur tersebut tidak dapat
dibuktikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, maka majelis hakim
akan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa.oleh karena itu proses
pembuktian dalam persidangan perlu kecermatan dan ketelitian khususnya
bagi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan unsur-unsur
tersebut.
Setelah unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

diketahui maka untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya

111 1bid, hal. 60-61
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yang di larang dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, maka akan dilihat makna dari unsur-unsur. Patut kiranya
dikemukakan, bahwa ciri khas pencurian ialah mengambil barang yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki dengan cara
melawan hukum.

Dengan melihat apa yang telah diuraikan diatas, maka penentuan
umur seseorang yang belum akil balig dan yang telah akil balig menurut
hukum islam sangatlah sukar sekali, sebab adanya tanda-tanda yang
berlainan pada masing=masing individu untuk lebih memperjelas mengenai
kelompok umur -ini, dapat ‘diketahui dengan'.mengemukakan beberapa
kelompok ‘umur ini, dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa segi
tinjauan antara lain dari segi pandangan biclogis menunjukkan bahwa :

Umur 0 sampai 1 tahun disebut masa bayi

Umur 1 sampai 12 tahun disebut masa anak-anak

1.

2

3. Umurd2 sampai 15 tahun disebut masa puber

4. Umur 15 sampai 21 tahun disebut-masa pemuda
5

Umur 21 tahun keatas sudah berada pada tingkat dewasa.

Dari segi pandangan ini, maka masa remaja dapat ditandai dengan
ketentuan umur seperti disebut diatas, disamping itu adalah dengan semakin
sempurnanya organ-organ tubuhnya, hal ini biasanya terjadi pada umur 13
sampai 20 tahun. Jadi antara ketentuan umur dengan perkembangan organ-
organ tubuh dapat ditarik kesimpulan bahwa masa remaja yaitu antara 12
tahun sampai 20 tahun. Sudut pandang yuridis, undang-undang menyebut

batas umur sesuai dengan permasalahan yang diatur. Hal ini dapat dilihat
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dari beberapa ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang lainnya,
yakni:

1. Untuk bidang ketenagakerjaan, seseorang diperlukan sebagai

anak sampai batas umur maksimun 16 tahun.

2. Untuk proses perdata dan kepentingan kesejahteraan sosial,

seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur 21 tahun

3. Untuk proses pidana diperlukan sebagai anak sampai batas

umur belum mencapai 18 tahun.

Uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa tidak adanya istilah remaja,
melainkan istilah anak dengan batasan“umur sebagaimana tersebut diatas,
beberapa undang-undang kesejahteraan anak, misalnya menganggap semua
orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah. sebagai anak-anak oleh
karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang
diperlukan bagi anak. Mengenai penjelasan tentang pengertian anak tidak
ada keseragaman, bahkan terkesan sangat variatif tergantung dari sudut
mana kita memilihnya, sehingga dalam perumusannya masih di temukan
pengertian yang berbeda-beda. Darwan Prints menguraikan beberapa
pengertian anak, yaitu : 2
a. Anak Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat tidak ada batasan umur yang pasti bilamana
dikatakan seseorang itu masih dibawah umur atau tidak, hal ini dapat

dilihat dari ciri-ciri Ter Haar dalam bukunya

“BEGINSELLEN ENSTELSEL VAN HET ADATRECHT”

112 Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, PT.Citra Aditya, Bandung, 2013, hal.2-3
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Mengatakan:

“Seseorang sudah dewasa menurut hukum adat di dalam persekutuan
hukum yang kecil adalah pada seseorang baik perempuan maupun laki-laki
apabila dia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan orang
tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah mendirikan kehidupan
rumah keluarganya sendiri’’.

. Anak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
tentang sistem peradilan pidana anak.

Dalam Pasal 1 (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2012 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sistem
peradilan pidana anak sebagai‘berikut :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak'pidana.”

Anak menurut Undang-undang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun
1979 tentang.Kesejahteraan Anak mendefinisikan.anak sebagai berikut:
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)

tahun dan belumpernah kawin”.

. Anak menurut Konvensi Hak-hak Anak

Dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak tanggal 20 November 1989
mendefenisikan anak sebagai berikut :

“Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di
bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang
berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Anak menurut Undang-undang Permasyarakatan

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 1995 tentang Permasyarakatan membagi 3 istilah anak sebagai
berikut:

Anak Didik Permasyarakatan adalah :
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1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan
menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18
(delapan belas) tahun;

2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan
diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS
Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya
memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak
paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

f.  Anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun

1997 mendefenisikananak sebagai berikut,:

“Anak adalah/orang dalam perkara anak yang telah mencapai umur 8

(delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

belum pernah menikah”.
g. Anak menurut putusan Nomor 1/PUU-VI11/2010 tertanggal 24 februari

2011 :

“batas minimum usia seorang anak dapat diadili dipengadilan dari 8 tahun

menjadi 12 tahun’.

h. Anak menurut Undang-undang Hak Asasi.Manusia

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39

tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefenisikan anak sebagai

berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)

tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan”.

i. Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefenisikan anak sebagai
berikut:
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“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan”
Anak menurut Hukum Ketenagakerjaan
Dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefenisikan “Anak adalah setiap
orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab
UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memiliki hubungan antara
satu sama lain, yaitu”merupakan--hubungan hukum khusus dan hukum
umum. Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai hukum khusus (lex
spesialis), sedang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hukum
umum (lex generalis). Dalam hal anak melakukan-tindak pidana, peraturan
perundangundangan yang dijadikan acuan dalam proses penanganannya
adalah Undang-Undang Pengadilan Anak.

Mengenai ketentuan pidana materiil tersebut dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ternyata
sudah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) sehinggga ketentuan-ketentuan tersebut
sudah tidak berlaku lagi. Jadi, berdasarkan asas hukum “lex specialis
derogat legi generalis” maka dengan demikian dalam mengadili perkara
anak, penggunaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

1997 didahulukan dari peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
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Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Namun jika tidak diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka yang digunakan
adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan ketentuan hukum
umumnya.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Ditinjau dari jenisnya, pencurian dari Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) ada beberapa macam, yaitu:

Pencurian Biasa

Biasa adalah pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal-Pasal 362

KUHP yang ‘memiliki unstr-sebagai berikut :

1. Mengambil barang.
Mengambil barang merupakan unsur obyektif dari tindak pidana
pencurian menurut rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada
menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya dan
mengalihkannya ke tempat lain. Unsur yang dilarang dan diancam
dengan hukuman dalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil, yaitu
membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan
nyata. Pada pengertian mengambil barang, yaitu memindahkan

penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata
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sendiri dari penguasaan nyata orang lain,ini tersirat pula terjadinya
penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan
nyata orang tersebut, namun dalam rangka penerapan pasal ini tidak
dipersyaratkan untuk di buktikan. Karena seandainya kemudian si pelaku
tertangkap dan barang itu di kembalikan kepada si pemilik asal.

. Barang yang seluruh atau sebagaian kepunyaan orang lain.

Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan. Semula
barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat
dipindahkan sebagai atau bergerak, tetapi kemudian ditafsirkan sebagai
setiap bagian dari harta benda seseorang. Barang itu harus ditafsirkan
sebagai’ sesuatu yang mempunyai nifai dalam kehidupan ekonomi
seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan
karena sebagaian darf barang saja dapat menjadi obyek pencurian.
Barang tidak ada pemiiknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

. Dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sendiri secara melawan
hukum.

Perbuatan memiliki adalah si pelaku sadar bahwa barang yang
diambilnya merupakan milik orang lain. Maksud memiliki barang bagi
diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu: menjual,
memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan menukarkan,
merubah dan sebagainya. Jadi setiap penggunaan barang yang dilakukan
pelaku seakan-akan sebagai pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu

tidak tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun
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barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap
tangan terlebih dahulu, karena kejahatan pencurian telah selesai apabila
perbuatan mengambil barang telah selesai.

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan yaitu dalam bentuk pokok sebagaimana

dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) ditambah dengan unsur yang memberatkan sehingga diancam

dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu dengan pidana

penjara selamalamanya 7 tahun. Rumusan dari Pasal 363 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ke-1 pencurian
ternak; ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa
bumi, atau_gempa laut, gunung meletus,kapal karam, kapal terdampar,
kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; ke-
3 pencurian ditwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya
disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; ke-4
pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau
untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,
memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
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2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu

tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama

Sembilan tahun.
Pencurian dengan Kekerasan
Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yaitu diancam hukuman penjara maksimun 9 tahun,
pencuri yang didahului, disertai atau diiringi dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan tujuan untuk
mempersiapkan atau.mempermudah pencurian itu, atau pada keadaan
tertangkap tangan supaya mempunyai kesempatan bagi sendiri atau orang
lain yang turut serta melakukan kejahatan itu, untuk melarikan diri atau
supaya barang yang dicuri tetap-dalam kekuasaannya. Unsur-unsur dari
Pasal 365 ayat (1), sebagat berikut:

1. Obyektif, yaitu:
a) Pencurian dengan didahului, disertai; diikuti;
b) Oleh kekerasan-atau ancaman-kekerasan terhadap seseorang.
2. Subyektif, yaitu:
a) Dengan maksud untuk;
b) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau;
c) Jika tertangkap tangan dengan memberi kesempatan bagi diri
sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu;
d) Untuk melarikan diri;

e) Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) vyaitu apabila pencurian

tersebut dilakukan:
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Ke-1 pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
dimana berdiri sebuah rumah, di jalan umum, didalam kereta api atau trem
yang sedang berjalan.

Ke-2 Dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih.

Ke-3 yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara membongkar,

memanjat, anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu

Ke-4 jika perbuatannya mengakibatkan luka berat.

d. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak
lebih dari Rp.25.+;

2. Pencuriandilakukan oleh'dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) sub 4
KUHP)yasal harga barang tidak lebih dari Rp. 25,-dan;

3. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang
yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci
palsu dan sebagainya asal-:

a) Harga barang tidak lebih dari Rp.25,-dan
b) Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya. Pasal ini praktis tidak berarti lagi, oleh karena pencurian
ringan ini dahulu hanya ada hubungannya dengan wewenang
pengadilan “landgerecht”, yang sekarang sudah tidak ada lagi.
e. Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya sebagai berikut :

1) Pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau
istri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu sama-sama
memiliki harta benda suami istri.bagi mereka yang tunduk pada
peraturan perkawinan menurut sipil, dimana berlaku peraturan

tentang cerai meja makan dan tempat tidur yang berarti perkawinan
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mereka masih tetap berlangsung, akan tetapi hanya kewajiban
mereka untuk bersama-sama tinggal dalam satu rumah saja yang
ditiadakan, jika ada pencurian terjadi atas kerugian suami istri
sendiri yang telah bercerai meja makan itu, hanya dapat dituntut
apabila ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan;

2) Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau
keluarga karena perkawinan turunan lurus atau keluarga karena
perkawinan turunan menyimpang dalam derajat kedua;

3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu kekuasaan bapak
dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung, maka
peraturan tentang pencurian.dalam kalangan keluarga tersebut pada
Pasal 367 ayat(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
berlaku pula pada orang itu, misalnya seorang kemenakan yang

mencuri harta benda ibunya adalah delik aduan:

Berdasarkan Pasal 367 Ayat (2) Kitab'Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), apabila pelaku atau pembantu dari pencurian — pencurian dan
Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai dengan
Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah suami atau
istri dari si korban dan mereka yang dibebaskan dari kewajiban berumah-
bersama, atau keluarga semenda, baik dalam keturunan lurus maupun
keturunan menyimpang sampai derajat kedua, maka terhadap orang itu
sendiri hanya boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban
pencurian.

Berbicara mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini
berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan

dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya,
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tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak
pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban
pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak
pemidanaan jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld). pemidanaan
harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).

2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung

jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).*3

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa
“Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya
percelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti
bentuk kesalahan (schuldvorrn) yang berupa kesengajaan (dolus, opzet, atau
intention). Jadi hal yang harts diperhatikan yakni..**

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.

2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang
dilakukan™ sedemtkian “rupa;sehingga orang itu dapat dicela
karena perbuatannya tadi.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan
pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat
dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas
perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai

berikut :

113 Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 156

114 Tri Andrisman, Sistem PertanggungJawaban Pidana, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2015, hal.94-95
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1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya
keadaan jiwa si pembuat harus normal.

2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya,

yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada

alasan pemaaf.t®

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan,
Pompe juga mendefisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang
dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu
merupakan segi luarnya, -yang -bersifat melawan hukum itu adalah
perbuatannya, Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat
adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada
orang yang melakukan perbuatan pidana.

Jika seseorang telah-melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi
unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang
maka pelaku wajib'mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum
pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat
dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman
bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu
keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan
sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari

orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila la mampu untuk

115 1hid, hal .96
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mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan
hukum dan la dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran
tersebut”. 116

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan
kemampuan jiwa (geestelijke vergomens), dan bukan kepada keadaaan dan
kemampuan berfikir (vanstanselijke vergoments). Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan yang jelas tentang
pertangung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan
kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1)
Kitab Undang<Undang Hukum Pidana yang mengatur barang siapa yang
melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya,
disebabkan' karena - jiwanya @ cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige
ontwikkeling). atau terganggu- karena penyakit (ziekelijke storing), tidak
dipidana.

Berdasarkan ' ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum
apabila seseorang pelaku dihinggapi:

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya
Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa
keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau
terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah
dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-

anak.

118 1hid, hal.97
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2. Terganggu karena penyakit
Terganggu karena penyakit dapt dikatakan bahwa pada mulanya
keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihinggapi oleh
suatu penyakit. !’

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas
tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP
justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak
mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal
kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara
itu, kapan'seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan
kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa
sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.!®

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas
perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal
ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku,
penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi
penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan
hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan
pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-

Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.®

117 1bid, hal .98
118 1hid, hal.99
119 1bid, hal.100
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Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat

penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut.

Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan,ada yang ringan,

sedang maupun betul-betul dihinggapi penyakit jiwa yang berat. Keadaan
jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot),
imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk
juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi
keadaan jiwanya.

2. Keadaan jiwa yang terganggu.karena penyakit ada pada mereka
yang .disebut psychose, yaitu'orang, normal yang mempunyai
penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa‘timbul, hingga membuat
dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.'?°

Pencurian Dengan Pemberatan

Di Indonesia, Menurut Mulyana W. Kusumah pada umumnya
kejahatan yang“.menduduki kuantitasnya adalah pencurian biasa, dan
pencurian dengan “pemberatan, “kemudian menyusul pencurian dengan
kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, dan disusul oleh
kejahatan-kejahatan  kesusilaan. Tindak pidana pencurian dengan
pemberatan adalah merupakan tindak pidana yang cukup tinggi kualitas dan
kuantitasnya bila dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya.

Pencurian dengan pemberatan ini disebut juga pencurian dengan kualifikasi

(gequalificeerde deifstal) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu

120 1bid, hal.102
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atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu
diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari
hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur
didalam buku Il KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana
disebut dalam Pasal 363. Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa
(gequalificeerde deifstal) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur
dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena
ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi
diperberat.t?

Sedangkan M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang
diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk pencurian istimewa maksudnya
suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga
bersifat lebih.perat dan diancam dengan hukuman.yang maksimumnya lebih
tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun.'??> Pencurian dengan
pemberatan secara kualitatif dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh
masyarakat, yaitu kerugian secara ekonomis (materi) dan kerugian secara
psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilakui perasaan
susilanya dengan kejahatan itu). Oleh karena itu pencurian jenis ini harus
ditanggulangi secara serius.

Pencurian dengan pemberatan atau disingkat Curat. Merupakan suatu

kejahatan yang sekarang ini lagi trend atau terbanyak Jumlah Tindak Pidana

121 p AF. Lamintang, Dasar — dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2012, hal.66

122 M.Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal.24
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(JTP) nya dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya dari tahun
ketahun. Apalagi kejahatan ini dilakukan tidak lagi memperhatikan siapa
korban dan kapan waktunya. Tingginya tingkat kejahatan pencurian dengan
pemberatan yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap
keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannnya menghambat
usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang.
Kondisi pelaku kejahatan sering kali dapat dipengaruhi oleh tingkat
perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah sehingga dengan mudah
melakukan tindak kejahatan,” Kondisi nyata yang ada sekarang ini, para
pelaku kejahatan sepertinya semakin merajalela: ‘Dalam hal ini dapat
dikatakan sebagai apa yang dinamakan labeling approach yaitu gejala
kejahatan sebagal akibat dari proses-proses sosial yang terjadi dalam
masyarakat, kejahatan merupakan suatu perikelakuan manusia yang
diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai
kekuasaan dan wewenang.*?® Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu
cap Yyang diberikan terhadap perikelakuan-perikelakuan tertentu dari
manusia.
Dalam kriminologi dikenal dengan konsep "crime prevention” yang
objeknya adalah kejahatan dan para pelaku kejahatan (the crime and the
criminal) agar tidak melakukan kejahatan (menanggulangi kejahatan) dan

agar orang lain tidak menjadi korban dari pada kejahatan yang dilakukan

123 |bid, hal.25
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oleh para pelaku kejahatan).'?* Dan sasaran utama preventif ini adalah
menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, sehingga
dengan demikian pencurian dengan pemberatan dapat ditanggulangi dan
akibat-akibat yang ditimbulkannya seperti kerugian ekonomi, kerugian
secara psikologis dan keresahan masyarakat dapat dihindari. Maraknya
tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan suatu fenomena
sosial yang harus dihadapi dan ditanggulangi bersama.

Penanggulangan pencurian dengan pemberatan pada khususnya dan
kejahatan pada umumnya berkaitan “~erat dengan kebijakan kriminal
(Criminal Policy), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk
menanggulangi kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan
pada hakikatnya merupakan  bagian integral dari upaya perlindungan
masyarakat (social defence) dan upaya mencapai.kesejahteraan masyarakat
(social welfare). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah "perlindungan
masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat" Kebijakan kriminal
(criminal policy) yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan
dapat dilakukan melalui upaya penal (pidana) maupun upaya non penal.

Menurut Bonger ada beberapa mazhab atau aliran dalam kriminologi
yaitu mazhab Italia atau mazhab antropologi yang dipelopori oleh C.
Lombroso (1835-1909) bahwa, sebab kejahatan melihat pada pribadi-

pribadi.’®® Menurut mazhab lingkungan (Perancis) oleh A. Lacas-sagne,

124 Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. PT. Rajawali Pers, Jakarta,
2015, hal.13
125 |hid, hal.14
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seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor
lingkungan yang ada disekitarnya dan keadaan sosial menimbulkan
terjadinya embrio kejahatan. Sedangkan mazhab bio sosiologis yang
dikemukakan oleh Ferry, yaitu setiap kejahatan adalah hasil dari unsur-
unsur yang terdapat didalam individu, masyarakat dan keadaan fisik.
Kemudian mazhab spiritualis mengajarkan bahwa kejahatan itu timbul
karena sebab-sebab dari spiritualis yaitu agama. 2

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat
ditempuh dengan penerapan hukum pidana (criminal law application),
pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), mempengaruhi
pandangan masyarakat mengenal kejahatan dan pemidanaan lewat media
massa (influencing views of ' society on crime ‘and punishment/mass
media).'?” Sedangkan proses. penegakan hukum’ (enforcement of law)
dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto adalah Hukum atau peraturan
sistematis dan sinkron, Penegak hukum/pegawai berwibawa dan handal,
Fasilitas pendukung penegakan hukum memadai, Derajat kepatuhan warga
masyarakat tinggi.?8

Sehubungan dengan itu, Helen Silving, merumuskan seperangkat
tujuan hukuman vyaitu, tujuan primer dan tujuan sekunder. Tujuan primer
melihat aspek pembalasan (retribution) dan pencegahan (prevention),

sedangkan tujuan sekunder adalah perbaikan (rehabilitation) dan penjeraan

126 |hid, hal.15
127 1hid, hal.16
128 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal.41
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(deterence).!?® Berdasarkan perumusan tujuan pemidanaan/hukuman yang
telah dikemukakan oleh Helen Silving diatas, menurut penulis sangat tepat,
sebab disamping memberikan aspek pembalasan dan pencegahan kepada si
pelaku kejahatan juga melakukan perbaikan dan penjeraan, sebab fungsi
nyata dari penghukuman atau pemidanaan memang ditujukan untuk
memperbaiki pelanggar hukum, dan melindungi masyarakat serta

menumbuhkan rasa keadilan pada masyarakat.

129 1bid, hal .42
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BAB IV
UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN LAMPU
PENERANGAN JALAN TENAGA SURYA MILIK DINAS
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN (PERKIM)
DI KABUPATEN MUARO JAMBI

Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Lampu Penerangan
Jalan Tenaga Surya Milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim)
Di Kabupaten Muaro Jambi

Manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk
kebutuhan sandang dan-pangan, “baik sebagai alat untuk memperoleh
mempertahankan kehidupan, maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin
memiliki atau bahkan sebagal peningkatan status. sosial (taraf hidup).
Dengan bekerja diharapkan pemenuhan kebutuhan ini menjadi sebuah hal
legal, bahkan bernilai ibadah dalam agama.

Namun ‘harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya
sifat dan cara pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan manusia yang
terkadang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan pencurian lampu
penerangan jalan tenaga surya milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman
(Perkim) Kabupaten Muaro Jambi. Dinas Perumahan Dan Pemukiman
(Perkim) Muaro Jambi sendiri mempunyai tugas pokok ialah melaksanakan
urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman salah satunya ialah
fasilitas lampu penerangan jalan.

Menurut Kepala Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim)

Kabupaten Muaro Jambi mengatakan : “Saat ini jumlah lampu penerangan
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jalan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 6728 dan adapun
khusus lampu penerangan jalan tenaga surya berjumlah 200, Seiring dengan
berjalannya waktu, lampu penerangan jalan tenaga surya sering dicuri oleh
masyrakat setempat”.13

Adapun pengecekan titik lampu penerangan jalan tenaga surya Dinas
Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Muaro Jambi yang telah
di curi dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar |
Dokumentasi Pihak Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim)

Kabupaten Muaro Jambi Memeriksa Lampu Penerangan Jalan
Tenaga Surya Yang Telah Di Curi

=

130 Wawancara Firmansyah, SKM, MH Kepala Dinas Perumahan Dan Pemukiman
(Perkim) Kabupaten Muaro Jambi. Pada Tanggal Senin, 24 Juli 2023 Pukul 10.00 WIB
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Fenomena kejahatan pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya
milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Di Kabupaten Muaro
Jambi Kkini menjadi persoalan serius. Selanjutnya dari data yang diperoleh
penulis melalui Kasat Reskrim Kepolisian Resor Muaro Jambi, mengatakan:
“Angka kasus kejahatan pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya
milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Muaro Jambi
terus meningkat. Bahkan angka kasus kejahatan pencurian lampu
penerangan jalan tenaga surya milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman
(Perkim) Kabupaten Muaro Jambi-pada tahun 2020 sampai 2022 dalam
kurun waktu @3 tahun selalu ‘naik signifikan ‘dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya”.**!

Dari ‘meningkatnya kejahatan pencurian lampu penerangan jalan
tenaga surya.milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten
Muaro Jambi seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat di lihat pula
melalui tabel sebagai berikut :

Tabel |
Jumlah Kejahatan Pencurian Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya

Milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Muaro
Jambi Tahun 2020 Sampai Tahun 2022

Nomor Tahun Jumlah Kasus
1. 2020 1
2. 2021 3
3. 2022 5
Jumlah 9

Sumber Data: Satuan Reserse Kriminal Kepolisian
Resor Muaro Jambi Tahun 2020 Sampai 2022

181 Wawancara AKP Rendie Rinaldi, S.IK, MH, Kasat Reskrim Kepolisian Resor
Muaro Jambi. Pada Tanggal Senin, 24 Juli 2023 Pukul 11.00 WIB
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Berdasarkan tabel | diatas dapat diketahui pada tahun 2020 terdapat 1
pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya, kemudian tahun 2021
terdapat 3 pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya dan tahun 2022
terdapat 5 pencurian lampu penerangan jalan. Laporan kejahatan pencurian
lampu penerangan jalan tenaga surya milik Dinas Perumahan Dan
Pemukiman (Perkim) Kabupaten Muaro Jambi dalam kurun waktu 3 tahun
terakhir mencapai 9 kasus yang telah di laporkan ke Kepolisian Resor
Muaro Jambi.

Menurut Anggota piket Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian (SPKT)
Kepolisian Resor-Muaro Jambi mengatakan:- “Laporan Dinas Perumahan
Dan Pemukiman (Perkim) melalui Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian
(SPKT) Kepolisian ‘Resor Muaro Jambi- merupakan salah satu kasus
menonjol dibandingkan dengan faporan kasus lainnya seperti pengrusakan
fasilitas umum?.*3?

Kemudian menurut Khoiron sebagal pelaku pencurian lampu
penerangan jalan tenaga surya milik dinas perumahan dan pemukiman
(Perkim) Kabupaten Muaro Jambi yang tertangkap tangan menjelaskan :
”Saya mengetahui bahwa melakukan pencurian merupakan perbuatan
melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, namun desakan
kebutuhan hidup terlebih lagi sulitnya mencari pendapatan setelah selesai

masa pandemic Covid- 19 membuat saya terdorong melakukan apapun

132 Wawancara Briptu Ardi, Anggota piket SPKT Kepolisian Resor Muaro Jambi.
Pada Tanggal Senin, 24 Juli 2023 Pukul 12.15 WIB
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untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk mencuri lampu penerangan
jalan». 133

Menurut Kasat Reskrim Kepolisian Resor Muaro Jambi mengatakan:
“Rata-rata pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya milik dinas
perumahan dan pemukiman (Perkim) Kabupaten Muaro Jambi yang terjadi
dilakukan oleh oknum masyarakat sendiri. Ada beberapa faktor yang
melatarbelakangi oknum masyarakat melakukan pencurian tersebut yaitu
mulai dari dari faktor kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan pendidikan”.13

Adapun kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan pendidikan seperti yang
di jelaskan tersebut ialah sebagai berikut :

Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan
alasan bagi pelaku tindak kejahatan-untuk melakukan suatu tindak kejahatan
adalah faktor ekonomi. faktor ekonomi adalah faktor eksternal yang amat
memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan
manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi
setiap hari. Melihat faktor ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus
kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian
masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan

tindak pidana, termasuk mencuri lampu penerangan jalan tenaga surya milik

133 Wawancara Khoiron sebagai pelaku pencurian lampu penerangan jalan tenaga
surya milik dinas perumahan dan pemukiman (Perkim) Kabupaten Muaro Jambi yang
tertangkap tangan. Pada Tanggal Senin, 24 Juli 2023 Pukul 13.30 WIB

134 Wawancara AKP Rendie Rinaldi, S.IK, MH, Kasat Reskrim Kepolisian Resor
Muaro Jambi. Pada Tanggal Senin, 24 Juli 2023 Pukul 11.00 WIB
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dinas perumahan dan pemukiman (Perkim) agar mendapat keuntungan tanpa
memikirkan akibat-akibatnya. Pada umumnya mereka melakukan kejahatan
akibat faktor ekonomi ini, mayoritas disebabkan oleh orang-orang yang
memiliki ekonomi rendah atau miskin, tingkat pengangguran yang tinggi
pada masyarakat.

Mereka mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkan sesuatu dalam
upaya untuk ingin memperbaiki sendi-sendi ekonomi yang Kkurang
menguntungkan ini dengan cara yang cepat dan mudah tanpa harus bekerja
keras. Ketidakseimbangan -inilah yang~menjadi faktor bagi setiap orang
mencari alternatif pekerjaan agar mendapatkan keuntungan yang lebih
banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

. Faktor Lingkungan

Lingkungan seseorang-. ternyata cukup.- berpengaruh terhadap
pembentukan ‘karakter yang bersangkutan faktor seperti lingkungan, Jika
lingkungan baik kemungkinan perilakunya pun akan baik. Namun jika
bergaul dengan para pencuri kemungkinan lambat laun akan terpengaruh
sehingga ikut terjerat lingkaran kelompok pencuri.

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang
mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan
rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa
lingkungan rumah tangga dan lingkungan luar sehari-hari, lingkungan sosial
dan lingkungan masyarakat. Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat

berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti
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halnya mencuri lampu penerangan jalan tenaga surya milik dinas perumahan

dan pemukiman (Perkim).

. Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi faktor internal dari diri pelaku, tingkat pendidikan
seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang Yyang
memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata,
bertingkah laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka berpikir
yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk
dapat dipertanggungjawabkan lain-halnya dengan orang yang memiliki
tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang
berfikiran sempit.

Selain itu seseorang yang ‘memiliki' strata pendidikan yang tinggi
dalam mencari pekerjaancenderung mudah dibandingkan dengan orang
yang memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak orang yang
memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki pekerjaaan/pengangguran.
Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya dia akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan dia dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya tak perduli apakah itu melanggar hukum
atau tidak.

Hubungan antara pelaku dengan faktor pendidikan, adalah karena
apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan
agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu apa yang dia

lakukan, kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat perbuatannya serta
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konsekuensi dari perbuatannya, sehingga dibutuhkan pendidikan dan
pemahaman agar mereka mengetahui apa yang dilakukannya itu, kerugian
yang diderita oleh pihak lain akibat perbuatannya serta konsekuensi dari
perbuatannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma norma
baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial baik itu norma hukum
sehingga apabila dilakukan maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana.

Selanjutnya penulis berpendapat berdasarkan wawancara yang
dilakukan selain ketiga faktor yang melatar belakangi terjadinya pencurian
lampu penerangan jalan -tenaga - surya milik dinas perumahan dan
pemukiman (Perkim) Kabupaten Muaro Jambl, ada faktor utama alasan
mengapa pelaku melakukan perbuatan melawan. hukum tersebut, yaitu
faktor ekonomi. Melihat alasan ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus
kehidupan manusia, maka tidaklah-mengherankan.jika bagi sebagian pelaku
kejahatan menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan
perbuatan melawan hukum, termasuk mencuri lampu penerangan jalan
tenaga surya tersebut.

Penyelesaian Non Penal Atas Kejahatan Pencurian Lampu Penerangan
Jalan Tenaga Surya Milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman
(PERKIM) Di Kabupaten Muaro Jambi

Secara yuridis melakukan pencurian merupakan suatu tindak pidana
yang dapat di ancaman dengan kurungan penjara. Didalam tafsiran Pasal
362 KUHP menentukan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu,
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana
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penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp.900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah)”.

Sedangkan Pasal 364 KUHP menentukan bahwa perbuatan yang
diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan
yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga
barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.000,00.- (dua puluh lima ribu
rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250.000,00.- (dua
ratus lima puluh ribu rupiah).

Akan tetapi di dalam praktiknya bifa pencurian yang nilai kerugian
materinya di bawah 2,5 juta rupiah dapat di selesaikan secara mediasi hal
tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung-Nomor 2 Tahun 2012 (e)
yaitu :

“Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud

mengubah KUHP,“Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian

nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini.

Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim,

untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya”.

Penyelesaian perkara pidana secara mediasi merupakan konsep
pemidanaan dalam sistim peradilan pidana yang di dapat tempuh
menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau
diluar pengadilan, Seperti dalam perkara pencurian. Penyelesaian perkara

pidana secara mediasi biasanya lebih dikenal dengan penyelesaian Non

Penal yang tentunya memiliki dasar hukum sebagai acuan aparat penegak
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hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang
batasan tindak pidana ringan.

Adapun contoh kejahatan pencurian lampu penerangan jalan tenaga
surya milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Di Kabupaten
Muaro Jambi yang penyelesaiannya melalui Non Penal di tangani oleh
Satreskrim Polres Muaro Jambi ialah tersangka atas nama RB. Dalam
aksinya RB bersama ketiga rekannya membagi peran. Pelaku SK bertugas
mengambil lampu dan boks panel, caranya dengan melepas panel box
menggunakan kunci inggris. Pelaku DD menunggu di bawahnya sambil
mengawasi dan membantu menurunkan lampu dan boks panel yang dilepas.
Sedangkan pelaku JH bertugas menunggu di, dalam mobil. Dalam
melakukan & aksinya - adanya - petugas yang sedang patroli kemudian
mencurigai kendaraan yang terparkir.-Setelah didekati terdapat tiga orang,
namun RB bersama ketiga rekannya kabur dan di kejar oleh petugas. Setelah
dikejar petugas, ketiganya mengakui baru saja melakukan tindak pidana
pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya milik Dinas Perumahan Dan
Pemukiman (Perkim), sehingga barang bukti dan ketiga pelaku tersebut
langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Dinas Perumahan Dan
Pemukiman (Perkim) Kabupaten Muaro Jambi mencatat kurang lebih
kerugian akibat peristiwa ini berkisar Rp 2 Juta. Adapun barang bukti yang
diamankan berupa satu unit lampu beserta kotak besi untuk penyimpanan

baterai, satu mobil, satu alat kunci inggris, kendaraan roda empat bernopol
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BH-1384-ZE, dan kebel 5 meter. atas kejadian tersebut pelaku di amankan

Polres Muaro Jambi.

Gambar Il
Dokumentasi Pelaku Pencurian Lampu Penerangan Jalan Tenaga
Surya Milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim)
Kabupaten Muaro Jambi

Sebenarnya penggunaan hukum pidana berupa kurungan penjara
dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian lampu penerangan jalan
tenaga surya milik dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten
Muaro Jambi tersebut merupakan langkah yang sangat tepat guna
memberikan efek jera terhadap diri pelaku. Akan tetapi penyelesaian tindak
pidana pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya ini dapat juga di
selesaikan secara Non Penal, hal itu tergantung pada masalah yang dihadapi
juga situasi dan kondisi yang dialami oleh Polisi tersebut.

Sekalipun Penyelesaian melalui Non Penal bersifat situasional dan

subejktif, namun Penyelesaian melalui Non Penal juga memiliki dasar
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hukumnya, sehingga bukan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat
ditemukan dalam Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/X11/2009/SDEOPS
tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui alternative
Restorative Justice yang memberikan kesempatan pada Polisi untuk
menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk
diberlakukan aturan hukum secara kaku, Mengingat banyak tindak pidana
seharusnya bisa di selesaikan secara musyawarah namun mendapat
hukuman yang berat.

Penyelesaian tindak pidana pencurian lampu penerangan jalan tenaga
surya secara Non-Penal yang telah di tangani-oleh Kepolisian Resor Muaro
Jambi juga dapat dijelaskan kesesuaian dalam penerapan hukumnya. agar
lebih mudah dipahami, antara lain:

1. Adanya perdamaian yang ditakukan oleh-kedua belah pihak.
Terjadimya mediasi antara Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Muaro Jambi, Aparat Kepolisian, Pelaku dan Keluarga
Pelaku menyepakati bersama untuk dilakukan perdamaian dengan
beberapa syarat yang dtuangkan dalam berita acara perdamaian di
tanda tangani oleh sumua pihak yang hadir. Mediasi tersebut
terjadi atas dasar permohonan dari pihak keluarga dan perwakilan
tokoh masyarakat setempat kepada Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi bertempat di
Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Muaro Jambi.
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2. Pelaku bersedia menganti segala kerugian materi yang menjadi
acuan perkara tersebut dapat diselesaikan melalui Non Penal.

Selanjutnya menurut Brigadir Polisi Satu (Briptu) Hasbi, S.H., selaku
Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Muaro Jambi mejelaskan : “Adanya
pertimbangan kami selaku penyidik dalam penyelesaian secara non penal
atas tindak pidana pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya yang di
tangani Satreskrim Kepolisian Resor Muaro Jambi, pertimbangan tersebut
kami lakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2012 tentang batasan tindak pidana kemudian Surat Kapolri Nomor Polisi :
B/3022/X11/2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan
kasus melalui-alternatif Restorative Justice dan ketentuan pasal 75 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain: Orang yang
mengajukan.pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam
waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan di ajukan., Kemudian pertimbangan
yang kami ambil" selaku penyidik juga berpedoman dengan ketentuan
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12 yang antara lain : Dalam proses
penyidikan dapat dilakukan keadilan, apabila terpenuhi syarat prinsip
pembatas seperti pada diri pelaku pertama tingkat kesalahan pelaku relatif
tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kedua pelaku

bukan residivis”.1%

185 Wawancara Hasbi, S.H., selaku Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Muaro
Jambi. Pada Tanggal Senin, 24 Juli 2023 Pukul 14.15 WIB
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Kemudian Penulis berpendapat berdasarkan keterangan Penyidik
Reskrim Kepolisian Resor Muaro Jambi tersebut bahwa jelas pertimbangan
penyidik dalam melakukan penyelesaian secara non penal atas kejahatan
pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya milik Dinas Perumahan Dan
Pemukiman (Perkim) Di Kabupaten Muaro Jambi bukan di ambil dengan
asal-asalan saja namun adanya dasar hukum artinya aparat penegak hukum
diberikanya kewenangan dan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan
masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan

hukum secara kaku.

Kemudian penulis tidak sepakat adanya penyelesaian secara non
penal, semestinya penggunaan hukum pidana berupa kurungan penjara
dalam penyelesaian kasus-tindak pidana pencurian‘lampu penerangan jalan
tenaga surya milik dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten
Muaro Jambi tersebut merupakan langkah yang sangat tepat guna
memberikan efek jera terhadap diri pelaku.

Ada beberapa peristiva dalam praktik, tindakan untuk
mengesampingkan perkara dalam rangka menahan atau tidak melakukan
penahanan terhadap tersangka/pelaku  pelanggaran  hukum atau
menghentikan proses penyidikan, atau melakukan tindakan seketika
bukanlah tindakan Diskresi individual petugas Kepolisian. Tindakan
tersebut merupakan tindakan Diskresi birokrasi karena dalam pengambilan

keputusan Diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-
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kebijaksanaan yang di tentukan pula dengan deliknya. Dalam bentuk
pelaksanaannya Kepolisian melakukan penegakan hukum sebagaimana
dimaksud dalam wewenang Kepolisian yang nantinya dilakukan dalam
bentuk pemberkasan selanjutnya dilimpahkan ke penuntut umum sehingga
pada akhirnya mendapatkan putusan pengadilan.*®

Kemudian setelah mengetahui tugas Polisi secara konsepsional adalah
tugas-tugas Kepolisian preventif dan represif atau tugas-tugas penjaga
ketertiban (Order Maintenance) dan penegakan hukum (Law Enforcement),
letak Diskresi Kepolisian dapat diberikan.di seluruh bidang tugas Kepolisian
baik dalam lingkup tugas tugas preventif seperti Polisi Lalu Lintas, Sabhara
dan sebagainya maupun tugas tugas represif seperti Polisi Reserse, baik di
dalam tugas-tugas penjagaan Ketertiban (Order Maintenance) maupun di
dalam tugas-tugas penegakan-hukum-(Law Enforeement). Hanya kadarnya
mungkin yangagak berbeda antara satu dengan yang lainnya.*’

Menurut Satjipto Rahardjo, Hukum sesungguhnya adalah “hukum
yang mati” (Black Letter Law). Sebuah peraturan boleh saja mengatur,
menyuruh, dan melarang segala macam perbuatan, tetapi sesungguhnya ia
hanya kata-kata, janji janji, dan ancaman ancaman diatas kertas. Janji-janji
dan sebagainya itu baru menjadi kenyataan melalui tangan-tangan dan
pekerjaan manusia, antara lain oleh Polisi. Oleh karena itu Polisi adalah

hukum yang hidup.!3®

136 M. Faal, Op Cit, hal. 64
137 1bid, hal.65
138 Satjipto Rahardjo, Op Cit, hal. 107
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Selanjutnya oleh Donald Black dikatakan, “In A Number Of Ways The
Police Determine The Quantity Of Law As Well, Since They Have The
Capacity To Exercise More Or Less Social Control From One Setting To
Another” yang mempunyai arti dalam sejumlah cara Polisi menentukan
kuantitas hukum juga, karena merka memiliki kemampuan untuk
menjalankan lebih atau kurang kontrol sosial dari suatu pengaturan yang

lain. 1%

Upaya Dinas Perumahan Dan “Pemukiman (Perkim) Dalam
Menanggulangi© Dan Mencegah Terjadinya Kejahatan Pencurian
Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya Di Kabupaten Muaro Jambi

Menurut Barda Nawawi upaya penanggulangan pada hakikatnya
merupakan bagian integral yaitu kebijakan politik kriminal. Kebijakan
kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan. yang lebih luas, yaitu
kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk
kesejahteraan sosial.dan kebijakan atau.upaya-upaya untuk perlindungan
masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan
menggunakan sarana kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap
kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya
tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”Social Welfare” dan “Social
Defence”.** Begitu pula kebijakan atau upaya penanggulangan berkaitan

dengan terjadinya kejahatan pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya

138 Henry Campbell Black, Op Cit, hal. 1356
140 Barda Nawawi Arief, Op Cit, hal. 39
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yang terjadi Di Kabupaten Muaro Jambi mengingat aksi pencurian tersebut
dinilai sangat meresahkan. untuk itu perlunya langkah dan kebijakan hukum
guna menanggulangi agar aksi pencurian lampu penerangan jalan tenaga
surya tersebut dapat di tekan.

Menurut Kepala Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim)
Kabupaten Muaro Jambi mengatakan: “Untuk mencegah terjadinya aksi
pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya Di Kabupaten Muaro Jambi
maka pihak Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) melakukan upaya
sebagai bentuk penanggulangan. upayastersebut yaitu yang bersifat Pre-
Emtif, Preventif dan upaya yang bersifat Represifé. 14!

Selanjutnya Penulis akan menjelaskan satu, persatu yang dimaksud
dengan upaya penanggulangan tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai
berikut:

Upaya Pre-Emitif

Upaya Pre-Emtif disini adalah upaya awal yang dilakukan oleh Dinas
Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Muaro Jambi untuk
menanggulangi terjadinya aksi pencurian lampu penerangan jalan tenaga
surya. Usaha-usaha tersebut adalah menanamkan nilai-nilai humanis yang
baik terhadap masyarakat setempat seperti halnya menghimbau agar
masyarakat tidak merusak dan mencuri fasilitas publik. Sasaran yang

hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran masyarakat, dan perilaku

141 Wawancara Firmansyah, SKM, MH, Kepala Dinas Perumahan Dan Pemukiman
(Perkim) Kabupaten Muaro Jambi. Pada Tanggal Senin, 24 Juli 2023 Pukul 10.00 WIB
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yang bertentanggan dengan perbuatan melawan hukum. Maka dengan
Upaya Pre-Emtif ini masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dengan
baik menjaga fasilitas publik guna menanggulangi terjadinya aksi pencurian
lampu penerangan jalan tenaga surya di Kabupaten Muaro Jambi seperti

yang dilihat pada gambar berikut:

Gambar 111
Dokumentasi Himbauan Dan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat

N —

b. Upaya Preventif

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-
Emtif yang masih dalam tataran penanggulangan sebelum terjadinya
perbuatan melawan hukum seperti pencurian lampu penerangan jalan tenaga
surya. Dalam upaya penanggulangan ini juga dilakukan tindakan yang
mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya
terhadap aspek-aspek ruang gerak lain seperti halnya aktivitas/kegiatan
pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya di Kabupaten Muaro Jambi.

Oleh karena upaya penanggulangan ini dilakukan secara sistematis,
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berencana, terpadu dan terarah, maka dibutuhkan sinergitas kerjasama yang
baik dalam hal ini masyarakat, pemerintah dan Kepolisian.

Adapun bentuk upaya penanggulangan kejahatan pencurian lampu
penerangan jalan tenaga surya Di Kabupaten Muaro Jambi dalam bentuk
preventif ialah sebagai berikut:

1. Bekerjasama antara Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) dan
aparat penegak hukum untuk melakukan fungsi patroli.
2. Memberikan layanan pengaquan terhadap masyarakat yang mengetahui

aksi pencurian.

LANM " U PENERANGAN
SALAN UNMUNM

IEAAANE Y

3. Melaksanakan perintah atasan untuk melakukan sidak dan meninjau
keadaan lampu penerangan jalan tenaga surya seperti dilihat dari gambar

berikut :
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Gambar IV
Dokumentasi Sidak Dan Meninjau Keadaan Lampu Penerangan Jalan
Tenaga Surya Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian
Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya
Di Kabupaten Muaro Jambi

C. Upaya Represif
Upaya ini. merupakan cara penanggulangan secara konsepsional yang
ditempuh setelah atau sedang terjadinya tindak pidana kejahatan pencurian.
Adapun upaya represif yang dilakukan lebih dominan dilakukan pihak
aparat penegak hukum sebagai berikut :

a. Tindak Lanjut Laporan
Tindak Lanjut dilakukan setelah penerimaan laporan, melakukan
penyelidikan dan penyidikan, dan terakhir ialah dilimpahkan ke
Unit Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Muaro Jambi
pemeriksaan lebih lanjut.

b. Penindakan Bagi Pelaku
Untuk pelaku yang terbukti terlibat dalam aksi pencurian lampu
penerangan jalan tenaga surya berdasarkan alat alat bukti dan
laporan maka Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Muaro Jambi
akan melakukan penindakan terhadap pelaku dengan membawanya

ke Mapolres guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
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Kemudian menurut Hariyono selaku toko pemuda masyarakat Sengeti
mengatakan: “Kami mendukung upaya dari pihak Dinas Perumahan Dan
Pemukiman (Perkim) dan aparat penegak hukum dalam menjaga sarana
prasarana masyarakat Muaro Jambi dari aksi pencurian lampu penerangan
jalan tenaga surya. Untuk itu kami siap berpartisipasi menjaga fasilitas
publik dan keamanan menjadi tanggungjawab kami bersama sebagai
masyarakat Muaro Jambi”.142

Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan pada
hakikatnya merupakan bagian integral  yaitu. kebijakan politik kriminal.
Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas,
yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk
kesejahteraan sosial dan- kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan
masyarakat. ‘Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan
menggunakan sarana kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap
kebijakan yudikatif harus.memperhatikan dan mengarah pada tercapainya
tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”Social Welfare” dan “Social
Defence” 143

Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran
secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari politik

kriminil secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari

142 Wawancara Hariyono selaku toko pemuda masyarakat Sengeti. Pada Tanggal
Senin, 24 Juli 2023 Pukul 15.00 WIB
143 Barda Nawawi Arief, Op Cit, hal. 22
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sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam
menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran.i#

Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas
dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum
yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan
fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari
pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan
kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi
yang bertujuan untuk —-menegakkan, norma-norma sentral dalam
masyarakat.*

Tindakan prevensi diartikan secara fuas maka banyak badan atau
pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi,
kejaksaan, pengadilan, aparatur eksekusi pidana.-serta orang-orang biasa.
Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai
peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang
bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak
pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban

dalam pencegahan ini adalah kepolisian.1#®

144 1bid, hal.23
145 1hid, hal.24
146 Sudarto, Op Cit, hal.113
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan
Setelah mempelajari lebih dalam mengenai upaya penanggulangan
kejahatan pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya milik Dinas

Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Di Kabupaten Muaro Jambi, maka

dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Angka kasus kejahatan pencurian lampu penerangan jalan tenaga surya
milik Dinas Perumahan Dan Pemukiman- (Perkim) Kabupaten Muaro
Jambi pada tahun 2020 sampai 2022 dalam kurun waktu 3 tahun selalu
naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa
faktor yang melatarbelakangi oknum masyarakat melakukan pencurian
tersebut yaitu mulai dari dari faktor kebutuhan ekonomi dan lingkungan.

2. Penyelesaian tindak pidana pencurian lampu penerangan jalan tenaga
surya secara Non Penal yang telah di tangani oleh Kepolisian Resor
Muaro Jambi juga dapat dijelaskan kesesuaian dalam penerapan
hukumnya. antara lain (a) Adanya perdamaian yang dilakukan oleh
kedua belah pihak, (2) Pelaku bersedia menganti segala kerugian materi
yang menjadi acuan perkara tersebut dapat diselesaikan melalui Non

Penal.
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3. Untuk mencegah terjadinya aksi pencurian lampu penerangan jalan

tenaga surya Di Kabupaten Muaro Jambi maka pihak Dinas Perumahan
Dan Pemukiman (Perkim) melakukan upaya sebagai bentuk
penanggulangan. upaya tersebut yaitu yang bersifat Pre-Emtif, Preventif
dan upaya yang bersifat Represif.
B. Saran
Berdasarkan Pembahasan yang telah dilakukan, maka sebagai bagian
akhir dari tulisan ini penulis memberikan saran:

1. Hendaknya masyarakat dan warga juga bersama sama menjaga
keamanan:untuk memperhatikan fasilitas publik, apabila masyarakat
dan warga peduli maka aksi pencurian lampu penerangan jalan tenaga
surya tentunya dapat di cegah.

2. Semestinya penggunaan hukum pidana berupa kurungan penjara dalam
penyelesaian kasus tindak pidana pencurian’ lampu penerangan jalan
tenaga surya milik dinas Perumahan’' Dan Pemukiman (Perkim)
Kabupaten Muaro Jambi tersebut merupakan langkah yang sangat tepat
guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku.

3. Hendaknya masyarakat dan warga mendukung adanya tindakan represif
seperti di lakukannya pemidanaan penjara, selama ini pihak Perkim
selalu mendapat tekanan dari masyarakat saat melaporkan oknum
masyarakat yang melakukan pencurian tersebut dan meminta

menyelesaikan perkara tersebut secara non penal.
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